
SALINAN

Menimbang : a.

b.

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESI.A

NOMOR 36 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG.UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG P,TJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang
semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang
netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan
lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta
transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tatrun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubatran Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan;

i. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 20OT tentang perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor gS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor
474Ol.;

3. Undang-Undang ,..
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapi kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2OO0 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l2T, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN: UNDANG.UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG.UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Pasal I

3

Beberapa ketentuan dalam undang,undang Nomor T Tahun
_1993 tentang Pq,,aI penghasilan (r,embarai Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor so, iambahan Leribara. N"g.ru
Republik Indonesia Nomor 3269) yang telah beberapa kali diuiah
dengan Undang-Undang:
a. Nomor 7 Tahun__1991 (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 199.1 Nomor 93, Tambalian Lehbaran rv.g"ru

Republik Indonesia Nomor 3aS9);
b. Nomor 10 Tatrun lgg4 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun L994 Nomor 60, Tambah-an Lembaran wegara

Republik Indonesia Nomor 3562);
c, Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2ooo Nomor L2T, Tamba[an Lehbaran wegara

Republik Indonesia Nomor SggS);

diubah .,.



diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal I substansi tetap dan penjelasannya diubah

sehingga rumusan Penjelasan pasal l adalah sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasar ,A,ngka 1

Undang-Undang ini.
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Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 ayat (l) sampai dengan ayat (5) diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisiplian 1 (saiu) ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;

b, badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha !"-t"p menrpakan subjek pajak yang
perlakuan perpqjakannya dipersamaka; dengin ..,ui.[
pajak badan.

(2) subje.k 
- 
pajak dibedakan menjadi subjek pajak daiam

negeri dan subjek pajak luar nigeri.
(3) Subjek pajak dalam negeri adalatr:

a. orang pnp"{t yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus-delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu, t2 (dua belas) bulan, atau orang priUaai
yang dalam suatu tahun pajak berada di tdonesia
dan mempunyai niat untut bertempat tinggal di
Indonesia;

b. badan yallg didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan

peraturan pen rndang-undangan ;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeiah;

3. penerimaannya
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3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Rrsat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat
pengawasan fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
mengg€rntikan yang berhak,

Subjek pajak luar negeri adalah:
a. orang pribadi yang tidat< bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, din
Pa9* yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia; dan

b. 9rlng pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih.dari 183 (seratuJ delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua bLlas) bulan, din
padan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau merakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia, orang pribadi- yang berada cri
Indonesia tidak lebih dari 1g3 lseratus deiapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu ti laua belas) tulan, da'
F"9.1 yang tidak didirikan dan tidak berrempaL
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, ying dapat berupa:

tempat kedudukan manajemen;
cabang perusahaan;
kantor perwakilan;
gedung kantor;
pabrik;
bengkel;
gudang;
ruang untuk promosi dan penjualan;
pertambangan dan penggalian sumber alam;
wilayah keda pertambangan minyak dan gas bumi;

a.

b.

c,

d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.

k. perikanan,
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(6)

k. perikanan, peternakan,
atau kehutanan;

pertanian, perkebunan,

l. proyek konstnrksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai

atau orang lain, sepanjang dilalnrkan lebih dari 60
(rl* puluh) hari datam jangka wakru L2 (dua
belas) bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan dr
Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

p. komputer, agen elektronik, atau peralaun otomatisyang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tempat-.tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan
badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak menurut
keadaan yang sebenarnya.

a

b

3 Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) YSre tidak termasuk sr.rbjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 adalah:

kantor perwakilan nega:.a asing;
pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsurar
atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan
orang-orarlg yang diperbantukan kepada mlreka
yang bekerja pada dan bertempat tinggai bersama_
sarna mereka dengan syarat bukan *"rg^ negara
Indonesia dan di Indonesia tidak *"rr.ii*. itu,
memperoleh penghasilan di luar jabatan ataupekerjaannya tersebut serta negara 

-bersangkutan

memberikan perlakuan timbal Uatit; e

organisasi-organisasi rnternasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

dan

c

2. tir-lak
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2, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
selain memberikan pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l,
dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf,
yekli huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diu-bah, ayat
(3) huruf a, hurrrf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubih,
Ir"*{ j dihapus, dan ditambah B (tiga) huruf, yakni huruf l,
huruf m, dan huruf n sehingga pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
Itlu diperoleh Wajib Pajak, baik yang beiasal dari
lndonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai urrtuk konsumsi atau untuk menambah
{ekayagn Wqiib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. penggantian atau inrbalan berkenaan dengan

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honoiarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan <ialam bentuk lainnya, kEcuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
dan penghargaan;

c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena

pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan
modal;

2. keuntungan ...
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keuntungan karena pengalihan harta kepada
pgmeg-alg saham, sekutu, atau anggota yang
diperoleh perseroan, persekutuan, aa" Uaaan
lainnya;
keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, a.-.cu.hur,,pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4, keuntungan karena pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
Iang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidakada hubungan dengan 

- usaha, pek-erjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pif,.t_
pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan
sebagian atau seluruh hak p"rri*iungan,
tanda turut serta dalam pemLiay^ur,, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan 

;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan- p.*Uiy.ru.,
tambahan pengembalian pajak;
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jaminan pengembalian uhng;
dividen, -delgan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

e

f.

g.

h
i sewa dan penghasilan

penggunaan harta;
lain sehubungan dengan

j' penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang Iitetaptan
dengan peraturan pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m' selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. premi asuransi;

o. luran .,.
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o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan

dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekedaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. surplus Bank Indonesia.
(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifar

Iinal:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,
dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas

lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di
bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura;

d, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dart persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan
Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agarna )rang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan peraturan
Pernerintah; dan

2. harta ..
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2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh

badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) huruf b sebagai pengganti satram atau sebagai
pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari
Wgjib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib pajak V."g
dikenakan pajak secara final atau WajiU pajak v^"gm€nggunakan norma penghitungan khusui
(deemed profiq sebagaimana aimaksu-d dalam pasal
15;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada
grang pribadi sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, isuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau
diperoleh perseroan terbatas 

-sebi.gai 
Wajib pajak

dalam negeri, koperasi, badan urafia milik negara,
atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didiiikan dan
bertempat kedudukan di Indontsia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang

ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik

negara dan badan usaha milik daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham padi
!19"" yang memberikan dividen paling rendah
25o/o (dua puluh lima persen) dari jumtafr modal
yang disetor;

g. iuran .
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g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;

h, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana
pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g,
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota
dari perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

j. dihapus;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh

perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari
badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil,

. menengah, atau yang menjalankan kegiatan' dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia;

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali
dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatanpendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjtrt
dengan atau berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan; dan

n. bantuan ..,
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n bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh
Padry Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib
l.j.t tertentu, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan piraturan Menteri
Keuangan.

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6, premi asuransi;
7, liaya promosi dan penjualan yang diatur

dengan atau berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan;

8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali pajak penghasilan;
penyusutan atas -pengeluaran untuk memperolehhartl berwujud dan amortisasi atas p."gj"ur..,
untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tafrun
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 i dan Fasar
11A;

ir.r1r, kepada 9*" pensiun yang pendiriannya
telah disatrkan oleh Menteri Keuangan;

5 Ketentuan Pasal -6 *y,"t (1) huruf a, huruf e, huruf g, danhuruf h diubah dan ditambah 5 (rima) huruf, yakni tiuruf i
:Tp_ai dengan huruf m, serta ayat l2l diubah 

"Lhi'gg, 
pasat

6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena pajak bagi wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetLp, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung

berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

b

c

d. kerugian
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d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan
atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan;

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan

yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan

laba rugi komersial;
2, Wajib Pajak hanrs menyerahkan daftar piutang

yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat
Jenderal Pajak; dan

3. telah diserahkan perkara penagihannya
kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara;
atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam
penerbitan umum atau khusus; atau adanya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlatr utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3
tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan
bencana nasional yang ketentuannya diatur den[an
Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di tndonesia yang
ketentuannya diatur dengan peraturan pemeriniahf

k. piaya pembangunan infrastruktur sosial yang
ketentuannya diatur dengan peraturan pemeriniah Il. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
diatur dengan peraturan pemerintahldan

m. sumbangan .
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6

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(21 Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didapat kerugian,
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai
dengan 5 (lima) tahun.

(3) {epada orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri
diberikan pengurangan berupa penghaiilan Tidak Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1)

(2t

Penghasilan Tidak Kena pajak per tahun diberikan
paling sedikit sebesar:
a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus

empat puluh ribu rupiatr) untuk diri Wajib pajak
orang pribadi;

b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh
Ibu rupiah) tambahan untuk Wajib pajak yang
kawin;

c. Rp15.8a0.000,00 (lima belas juta delapan ratus
gmpat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorangisteri yang penghasilannya digabung dengai
penghasilan suami sebagaimana dimaksua dalam
Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp1.320,000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh
I!, rupiah) tambahan unluk setiap anggota
keluarga sedarah dan keluarga ..*"rrdu dalamgaris keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling- Uanyit d
(tiga) orang untuk setiap keluarga. '

Pcnerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak ^i",awal bagian tahun pajak.
Penyesuaian besarnya penghasilan Tidak Kena pajak
sebagaimana dimaksud padi ayat (I) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan 

- 
setelah diktnsultasikan

dengan Dewan Perwakilan Rat<yat.

7. Ketentuan ...

(3)
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7, Ketentuan Pasal 8 ayat (21 sampai dengan ayat (4) dan
Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang
telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal
bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang
berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (21 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian
suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata
diterima atau diperoleh dari I (satu) pemberi kerja yang
telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
keluarga lainnya.

(21 Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah
apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan

putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri

berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannva
sendiri.

(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud
pad? ayat (21 huruf b dan huruf c dikenai pajak
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-
isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh
masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan
perbandingan penghasilan neto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan
penghasilan orang tuanya.

Ketentuan Pasal g ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta
Penjelasan huruf f diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

8

Pasal 9 .,.
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Pasal 9

Untuk menentukan besarnya penghasilan Kena pajak
ltgi Y.ji! n{a* dalam negeri darr- bentuk usaha tetap
tidak boleh dikurangkan:
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun seperti dividen, termasuk dividen yang
dibayarkan oleh penrsahaan asuransi keiadl
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil uiaha
koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau

c

anggota;
pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha

bank dan badan usaha lain yang menyalurkan
kredit, sewa guna usaha den[an hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;

2, cadangan untuk usaha asuransi termasul<
cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh
Badan Penyelenggara Jaminan -Sosial;

3. cadangan . penjaminan untuk Lembaga
Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi unttrk usaha
pertambangan;

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk
usaha kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan
tempat pembuangan limbah industri untuk
usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan d1! syarat-syaratnya diatur dengan
atau berdasarkan peraturan Menteii Keuangan;
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
siswa, yang dibayar oteh WaJib pajak orang priUual,
kecuali jika dibayar oreh pimberi kerja a"a" pr.-i
tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib
Pajak yang bersangkutan;

d

e. penggantian
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e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi selunrh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;

f, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
kepada pemegang saham atau kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( t )

huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, ymg diterima oleh lembaga keagamaan
yarg dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi Wajib pajak atau orang yang
menj adi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,
firma, atau perseroan komanditer yang modalnya
tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang
berkenaan dengan pelaksanaan perundangl
undangan di bidang perpajahan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari I (satu) tahun tidak dibolehk^r,
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I 1 atau pasal 1lA.

9. Ketentuan
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9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal l l
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pen5rusutan atas pengeluaran untuk pembelian,
pendirian, p€Dornbahan, perbaikan, atau perubahan
harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik,
hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat lebih dari I (satu) tahun dilakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat
yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

(2) PenJrusutan atas pengeluaran harta berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan,
dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan
cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku,
dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku
disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara
taat asas.

(3) Penyr:sutan dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam
proses pengerjaan, penrusutannya dimulai pada bulan
selesainya pengerjaan harta tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal pajak, wajib
Pqiak diperkenankan melakukan penyusutan mulaipada bulan harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai
menghasilkan.

(5) Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adarahnilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva
tersebut.

(6) Untuk menghitung penrusutan, masa manfaat dan tarif
penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

I(elompok
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Kclompok Harta
Bcrwqjud

Mapa

Manfant

Tarif Pcnyu sutan sebagaimana
. diqaksud dalam

Avet (1) Avat (2)

L Bukan bangunan
Kclompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kclompok 4

II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen

4 tahun
8 tatrun
16 tahun
20 tahun

20 tahun
10 tahun

25o/o

L2,1Vo

6,25o/o

5o/o

5o/o

lOo/o

s0%

25%

12,s%o

L0%

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penrusutan atas harta
berwujud yang dimiliki dan digunakan dalanr bidang
usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harra
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka
jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan
sebagai kemgian dan jumlah harga jual atau
penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh
dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya
penarikan harta tersebut,

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima
jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa
kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal
Pqiak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian
tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b, yang berupa harta berwtrjud, maka jumlah
nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan
sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta
berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan
Menteri Keuangan.

10. Ketentuan
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10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah
serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta
tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha,
hak pahai, dan muhibah lgoodutiltl yang mempunyai
masa manfaat lebih dari I (satu) tahun yang
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dilalflrkan dalam bagian-
bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan
cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran
tersebut atau atas nilai sisa bulinr dan pada akhir masa
manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat
dilalrukan secara taat asas.

(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang
diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri
Keuangan.

(21 Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif
amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta
Tak Berwujud Masa Manfaat

Tarif Amortisasi berdasarkan
metode

I

Garis
Lurus

Saldo

Menurun
Kelompok I
Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 tatrun
8 tahun
16 tahun
20 tahun

25o/o

L2,sVo

6,25o/o

5%

50%,

25%
12,5o/o

to%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya
perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pud,
tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2).

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan
minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunalian
metode satuan produksi.

(4)

(5) Amortisasi...
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(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber
alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan
menggunakan metode satuan produksi setinggi-
tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2t.

(7) Apabila tedadi pengalihan harta tak berwujud atau
hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-
hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah
yang diterima sebagai penggantian merupakan
penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka
jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh
dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang
mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (T)
serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunvi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk
menentukan penghasilan neto, dibuat dan
disempurnakan tenrs-menerus serta diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Paj ak.

(2) Weiib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya
dalam 1 (satu) tahun kr.rrang dari Rp4.8OO.OOO.00O,O0
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Nortna Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari rahun
pajak yang bersangkutan.

(3) wajib ...
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Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menghitung penghasilan netonya dengan
menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Neto
wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal pajak
untuk menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Neto,
dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan, termasuk wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang iernyara
tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
pencatatan atau pembukuan atau tidak
memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung
berdasarkan Norma penghitungan penghasilan Neto
dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain
yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan
Menteri Keuangan.
Dihapus.
Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dapat diubah dengan peraturan Menteri
Keuangan.

(6)

(7)

L2' Ketentuan Pasar 16 ayat (r) sampai dengan ayat (3) dan
Penjelasan ayat (4) diubah sehingga pasat Ia bertunyi
sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Peneha_si.l.9rn xena pajak sebagai dasar penerapan tarif
bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahunpajak dihitung dengan cara mengurangkan daripenghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasar 4ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (l) dan ayat (2), pasal 7 ayat (t),
serta Pasal 9 ayat (r) huruf c, hunrf d, huruf-., d"r,
huruf g.

(2) penghasilan ,..
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(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dihitung dengan menggunakan norma penghitungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk
Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (t),

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam
suatu tahun pajak dihitung dengan cara
mengurangkan dari penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1)
huruf c, huruf d, huruf e, dan hunrf g.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian
tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A
ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang
diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang
disetahunkan.

13. Ketentuan ,Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan
Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni
ayat (2al sampai denlan ayat (2d) sehingga pasal tT
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena
Pqjak bagi:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah

sebagai berikut:

Lapisan PenghaeUan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh jutq rupiatr)

5o/o

(lima persen)

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta nrpiatr) sampai dengan
Rp250.000,000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah)

L5o/o

(lima belas persen)

di atas
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lapisan Pcnghasilan Kena Paialc Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)

25o/o

(dua puluh lima
persen)

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)

3Oo/o

(tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk
usaha tetap adalah sebesar 28o/o (dua puluh
delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat ditunrnkan menjadi paling rendah 25%
(dua puluh lima persen) yang diatur dengan peraturan
Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menjadi 25o/o (dua puluh 1ima persen) yang mulai
berlaku sejak tahun pajak 2OlO.

(2b) wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 4oo/o (empat
puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang
disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat
memperoleh tarif sebesar 5o/o (lima persen) lebih
rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2al yang diatur dengan atau
berdasarkan peraturan pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen
yang dibagikan kepada Wdib pajak orang pribadi
dalam negeri adalah paling tinggi sebesar tO%
(sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatui dengan
Peraturan pemerin tatr.

(3) Besarnya tapisan penghasilan Kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hunrf a dapai diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan,

(4) u-ntuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jumlatr plnghasilan Kena
Pajak dibulatkan ke bawah daram ,ibr.,"r, rupiah
penuh.

(5) Besarnya
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(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib pajak orang

pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian
tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian
tahun pajak tersebut dibagi 960 (tiga ratus enam
puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk I
(satu) tahun pajak,

(6) untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (S), tiap bulan yang penuh
dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(71 Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif
pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak
melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut
pada ayat (1).

L4 Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (S), ayat (4), dan penjelasan
ayat (1) diubah serta di antara ayat (ga) dan ayar (4)
disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan
ayat (3e) sehingga Pasar 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(2)

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan
keputusan mengenai besarnya p.iu"rrair.gJ' antara
utang dan modal perusahaan untuk keperluan
penghitungan pajak berdasarkan Undang_undang ini.
Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen oleh wqiib pajak aatam negeri
atas penyertaan modal pada badan usaha di luar
negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di
bursa efek, dengan ketentuan ,iU"g"i berikut:
a. besarnya penyertaan modal Wajib pajak dalam

negeri tersebut paling rendah SOo/o (lima puluh
persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersanra-sama crengan wajib pajak dalam
negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling
rendah 5Oo/,) (lima puluh persen) dari jumlah
saham yang disetor,

(3) Direktur ,
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(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk
menentukan kembali besarnya penghasilan 'dan

pengurangan serta menentukan utang sebagai modal
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa
dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran
dan kelaziman usaha yang Udak dipengaruhi oleh
hubungan istimewa dengan menggunakan metode
perbandingan harga antara pihak yang independen,
metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus,
atau metode lainnya.

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pedanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama
dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk
menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu
periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta
melakukan renegosiasi setelah periode tertentu
tersebut berakhir.

(3b) wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atatr
aktiva pemsahaan melalui pihak lain atau badan yang
dibentuk untuk maksud demikian (speciat purpose
compang), dapat ditetapkan sebagai pihak yang
sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang
Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan
istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan
terdapat ketidakwajaran penetapan harga,

(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara
(anduit companA atau special putpose companA) yang
didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang
memberikan perlindungan pajak (tatc hauen country)
yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan
sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau
bcntuk usaha tetap di Indonesia.

(3d) Besarnya .
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(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia dapat ciitentukan kembali, dalam hal
pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian
penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran
lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia tersebut.

(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f,

dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal

langsung atau tidak langsung paling rendah 25%,
(dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain;
hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada
dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di
antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut
terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau
dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah
penguasaan yang sama baik langsung maupun
tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah
maupun semenda dalam garis keturunan lurus
dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga pasal t9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ..
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Pasal 19

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan
tentang penilaian kembali aktiva dan faktor
penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara
unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena
perkembangan harga.

(21 Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak
tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1).

16. Ketentuan Pasal 2L ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat
(8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I
(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 2l berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2 1

(1) Pemotongan pqjak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib
dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaian 

-lain

sehubungan dengan pekedaan, jasa, atau
kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama
apa pun dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas; dan

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan
suatu kegiatan.

(2) Tidak ...
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(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib
melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara
asing dan organisasi-organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya
jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun,
dan Penghasilan Tidak Kena pajak.

(41 Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai
tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi bagian
penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang
besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri
Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) adalah tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal LT ayat (1) huruf
a, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan
Pemerintah.

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
yang diterapkan terhadap Wajib pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok wajib pajak lebih tinggi 2oott
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor
Pokok Wajib pajak.

(6) Dihapus.
(71 Dihapus.
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan
atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

L7. Ketentuan Pasal 22 ayat (l) dan ayat (2) diubah, serra
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat is) sehingga pasar 22
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22



18. Ketentuan Pa93t- 23 a_yat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c
diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g'dihapus dan ditambah
1 (satu) huruf, yakni huruf h, serti di antara ayat (1) dan
!yat_(2) disisipkT 1 (satu) ?-yat, yakni ayat (ta) sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal,22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
barang;

b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak
dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
dan

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut
pajak dari pembeli atas penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.

(21 Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat,
dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Resarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang diterapkan terhadap Wajib pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok wajib pajak lebih tinggi tooo/o
(seratus persen) daripada tarif yang dGrapkan
leqhqdap Wajib Pajak yang dapat m"rrurriukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak.

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan namadan dalam beltuk apa pun yang di6ayarkan,
disediakan untuk-dibayarkanl atau-tela-h jatuh tempo
pelbaVlannya oleh badan pemerintah. subjek pa3ak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
p:aha tetap, 

"t?Y 
perwakilan perusahaan luar negeri

lainnya kepada wajib pajak daiam negeri atau benttrk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pileak yang wajib
membayarkan:
a, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto

atas:

l. dividen .,
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1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat
(1) huruf e;

b. dihapus;
c. sebesar 2o/o (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta yang telah dikenai pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada
lyat (1) tidak memiliki Nomor pokok Wajib ei.yak,
besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi too"t"
(seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf L angka 2
diatur dengan atau berdasarkan 

'peraturan 
Menteri

Keuangan.
(3) o_rang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapatditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak uniuk

memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
(41 

lgmg-to-ngaf -pa.iak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilakukan atas:
a penghasilan yang dibayar atau terutang kepada

bank;
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan
dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

b

c. dividen .
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c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2cl;

d. dihapus;
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf i;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh

koperasi kepada anggotanya;
g. dihapus; dan
h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada

badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi
sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pajak yang dib r atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan
terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-
undang ini dalam tahun pajak yang sama.
Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada
llat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang
dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleli
melebihi_ penglritungan pqiak yang terutang
berdasarkan Undang-undang in1.
D..fl* menghitung batas jumlatr pajak yang boleh
dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan -sebagai

berikut:
a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya

serta keuntungan dari pengalihan saham dan
sekuritas lainnya adalatr negara tempat badan
yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut
didirikan atau bertempat kedudukan;

b. penghasilan benrpa bunga, royalti, dan sewa
sehubungan dengan penggunaan harta gerak
t9"t-ut negara tempat pihak yang membayar atau
dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut
bertempat kedudukan atau berada;

(2)

(3)

c. penghasilan ...
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c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan
penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat
harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan
jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara
tempat pihak yang membayar atau dibebani
imbalan tersebut bertempat kedudukan atau
berada;

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara
tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan;

f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan atau tanda turut serta
dalam pembiayaan atau permodalan dalam
penrsahaan pertambangan adalah negara tempat
lokasi penambangan berada;

g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah
negara tempat harta tetap berada; dan

h. keuntungan karena pengalihan harta yang
menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap

(4)'.,,.llll1l ::'ffii'TrffiH ::n'T:fi:i:.
sebagaimana dimaksud pada ayat (g) *.r.,ggr.,akan
prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud
pada ayat tersebut.

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang
dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan Ltu,
dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut
undang-undang ini harus ditarnbah dengan jumlah
tersebut pada tahun pengurangan atau pengembarian
itu dilakukan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak
atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan 

"iu.,berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

20, Ketentuan pasal 25 ayat (l), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat
(7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara
ayat (8) dan ayat (9) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (8a)
sehingga pasal 25 berbunyi sebagai Ueritcut:

Pasal 25 ...
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Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan
yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi
dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2L dan Pasal 23 serta
Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di
Iuar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi L2 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam
bagian tahun pajak.

(21 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat
Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan
disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan sama
dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir
tahun pajak yang lalu.

(3) Dihapus.
(41 Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat

ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu,
besarnya angsuran pajak dihitung kembali
berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan
penerbitan surat ketetapan pajak.

(5) Dihapus.
(6) Direktur Jenderal pajak berwenang untuk menetapkan

penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun
pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak

teratur;

c, Surat
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c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas
waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan yang
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar
dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan
Wajib Pajak.

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan
besarnya angsuran pajak bagi:
a, Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, Wajib pajak masuk bursa, dan
Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan harus membuat
laporan keuangan berkala; dan

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu
dengan tarif paling tinggi O,TSo/o (nol koma tujuh
puluh lima persen) dari peredaran bruto.

(8) wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak
memiliki Nomor Pokok wajib pqiak dan telah berusia
21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri
wqjib membayar pa;ak yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan pemerintah.

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
berlaku sampai dengan tanggal 3r Desember 2010.

(9) Dihapus.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua)
huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan
ayat (5) diubah, di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat
(3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2al sehingga pasal 26
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
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Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama
dan dalam bentuk apa puD, yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarkan:
a. dividen;
b, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan

sehubungan dengan jaminan pengembalian
utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara d<.rmisili dari wajib pajak luar negeri selain
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalah negara
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib nalaf<
luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari
penghasilan terseb ut (beneficial owner) .

(2) Atas penghasilan dari penjuaran atau pengalihan harta
di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasar 4 ayat
(2), yang diterima atau diperoleh Wajib pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi luar negeri dipotong pajak 2oo/o (dua puluh
persen) dari perkiraan penghasilan neto.
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(2al Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan
saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(3c) dipotong pajak sebesar 2Q%o (dua puluh persen)
dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari
suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak
sebesar 2Oo/o (dua puluh persen), kecuali penghasilan
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat l2a), dan ayat (4) bersifat linal,
kecuali:
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam pasal S ayat (1) huruf b dan
huruf c; dan

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan ruar negeri
yang berubah status menjadi Wajib pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan pasal 29
berikut:

diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 29

Apabila pajak Iang terutang untuk suatu tahun pajak
ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2g ayat (1), kekur..gu. pembayaranpajak yang terutang harus dilunasi seberum Surat
Pemberitahuan Tahunan paj ak penghasilan disampaikan.

Ketentuan Pasar glA diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

23

Pasal 31A.
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Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal
di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam
skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan
dalam bentuk:
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30%

(tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang
dilakukan;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. |<gmpensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak

lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
d. pengenaan Pajak penghasilan atas dividen

sebagaimana dimaksud datam pasal 26 sebesar
10%o (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut
perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan
lebih rendah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usahatertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang
mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serti
pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.

25. Ketentuan Pasal slc ayat (2) dihapus sehingga pasal 31c
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

(1) Penerimaan negara {ari pajak penghasilan orang pribadidalam negeri dan pajak -pengha-silan pasar ai yan;
dipotong oleh pemUeri t<e4a Jibagi dengan imbangai
8oo/o untuk pemerintah pusat dan 20% untuk
Pemerintah Daerah tempat wajib pajak terdaftar.

(2) Dihapus.

Di antara Pasal 3rc dan pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 31D dan pasal 3rE sehi"gg" u..urrryi sebagaiberikut:

26

Pasal 31D
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Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha
pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas
bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk
batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan pemerintah.

Pasal 3lE

(1) wajib Pajak badan datam negeri dengan peredaran
bruto sampai dengan Rpso.0o0.ooo.ooo,00 (lima puruh
miliar rupiah) mendapat fasilitas benrpa pengurangan
tarif sebesar soo/o (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud datam pasal LZ ayat (t) huruf b
dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan Kena
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana
dimaksud pada ayat (r) dapat dinaikkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan pasal
berikut:

32 diubah sehingga berbunyi sebagai

28. Di antara Pasal 32A dan pasal 33 disisipkan r (satu) pasal,
yakni Pasal 32E} sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan
dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g3 tentang
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana
telah beberapa kati diubah terakhir dengln Undang-lndang
Nomor 28 Tahun 2ooz tentang perubahan Ketiga atas
undang-undang Nomor 6 Tahun 19g3 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara perpajakan,

Pasal 328
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Pasal 328

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau
diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain
berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan
negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah
berikut:

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan
Undang-undang ini diatur lebih tanjut dengan peraturan
Pemerintah,

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
1. wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-Undang
Nomor 7 Tahun rgSg tentang pajak penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
undang-undang Nomor 17 Tahun 2ooo tentang perubahan
Ketiga atas undang-undang Nomor 7 Tahun 19g3 tentang
Pajak Penghasilan.

2. wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30Juni 2oog wajib menghitung pajaknya berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatui a"r"- Undang-undang
Nomor 7 Tahun 19gg sebagaimana telah bebeLpa kari
diubah terakhir dengan Undang,Undang ini.

undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2009.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Undang-Undang ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

memerintahkan
penempatannya

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
dan Industri,

NUGROHO
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ATAS

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG.UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

1. Peraturan penrndang-undangan perpajakan yang mengatur tentang
lgj"t PenghasilllJ"te berlaku si.;at i .larruari tga+ aa-atarr Undangl
Undang Nomor 7 Tahun 1983 gniang Pajak Penghasilan sebagaimaria
telah beberapa kali diubah terakhir dEngan Undaig-Undang Nomor 17Tahun 2ooo- tentang perubah_an retiga ;i;. undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 . te.ntang lljat- - 

peng-hasilan. unding,unding pajak
Penghasilan ini dilandasi falsafah Paicasila dan undaig-u"a"ig oasa.Negara Republik Indonesia Te91 194s yang di dalimnya tertuangketentuan yang menjunjung tinggi hak waria negara dan menempatkankewajiban perpajakan sebagai Ilewajiban f.rr"g*.u1 dan merupakan
:ilT:^leran serta ralcyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan
naslonal.

2' Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasilpembangunan nasional dan gl6bafisasi serta reformasi di berbagaibidang dipandang perlu untuk-- dilakufu perubahan Undang-undangtersebut gun-a meningkatkan fungsi a; i"r"rr"rrrry. dalam rangkamendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidangekonomi.

3. Pembahan undang-undang paja{ 
- 

penghasilan dimaksud tetapberpegan g pada prinsip-prin sIp perpaj ar.a"lLg dianut secara unive rsal,yaitu keadilan, kemuaahan, aa; efisiensi administrasi, sertapeningkatan dan optimalisasi p"n"ri*aa' negara dengan tetapmempertahankan sistem self assjssment. ot.r, tir"rr* itr, arah dantujuan penyempurnaan undlng-undang pajak rengh".it"r, i.ri adalahsebagai berikut:
a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
b. lebih memberikan kemudahan kepada wajib peiak;
c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;

d. lebih ...
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d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;

dan

e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan
daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik
penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di
bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang
mendapat prioritas.

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut
perlu dilakukan perubahan undang-undang Nomor T Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan undang-Undang Nomor LT Tahun 20oo tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka
dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu
dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal
lainnya;

b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain,
mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan
tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usiha-us^ha
kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga peitu diubah dan
disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap,
terencana, pembedaan taril serta penyederhanaan lapisan yang
dimaksudkan untuk memberikan beban pajak i"rrg iebifi
proporsional bagi tiap-tiap golongan wajib pajak tlriebut;-dan

c' untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem sef
assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama
dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak
dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Fajat
dan lebih sesuai dengan perkiraan djak v."s akan terutang. Bagi
P?:iU Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batasperedaran bruto untuk dapat menggunakah rorrn^ -penghitungan
penghasilan neto. Peningkatan biias peredaran tr.rto untuk
menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini
yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan
Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan
taat asas.

II. PASAL ..



PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

-3-
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2
Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan
terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak
tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib
Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai
pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila
kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir datam tahun
pajak.

Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini
adalah tahun kalender, tetapi Wqiib Pajak dapat menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang
tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua beras) buran.

orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak
yaitu atrli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi
sebagai subjek pajak pengganti aimit<sudkan ag;
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari wariJan
tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha *urpriyang tidak melakukan usaha yang meliputi p"r...orr.,
terbatas, perseroan komanditer, persiroan lainnya, badan
usaha milik negara atau badan uiaha milik daerah.dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperlsi,
dana . pensiun, persekutuan, perkumpulai, y^yu=ur,,
organisasi massa, organisasi sosial poritili, atau oiganisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan
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Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan
bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan
Pemerintah-, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang
dimiliki oleh Pemerintah pr,rsat dan pemerintah p""r.r, y".,e
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan ,-,.,tr-,k
memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.
Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi,
persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan yang sama,

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.
Ayat (2)

lubjek- F?iat< dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri
dan subjek pajak tuar negeri. Subjek p;jak irirg pribadi daiam
negeri menjadi wajib pajak apabiia telah menerima atau
memperoleh penghlsilan yang besarnya melebihi penghasilan
Tidak Kena P"j*. subjek paiak badan dalam negeri -menjadi

Yeiiu Pajak sgjak saat didirikan, atau bertempat kJdudut<an ai
Indonesia. subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupunbadan sekaligus menjadi waiiu pajak karena menerimadan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari
Indonesia atau menerima dan/ata, ml*p-.roleh penghasilan
yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk ,..h.i.t"p ai
Indonesia. Dengan perkataan- lain, wajib pajak adalah o*r,gpribadi atau badan yang telah *"*"rrirhi kewajiban subjektif
_{3" objektif, sehubungan dengan pemilikan Nomor pokok
wajip Pajak ({.pypt, lvajib pajariorang pribadi yang menerimapenghasilan di P"y.l, pelghasilan tlaak Kena naiat< (prKp)
tidak wajib mendaftarkan diii untutc memferot"r, Npwp.
Perb.edaal yang penting antara wajib pajak dalam negeri danw1ji.u Pajak luar negeri terletak dalam jemenuhan ke"wajibanpajaknya, antara lain:
a' P{iu p"j"t. dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan

baik yang diterima atau diperoleh a.ri rrraorr""i" ;;;p;"dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak ruar ".!.ridikenai pajak hanya atas penghasilln yang berasal iari
sumber penghasilan di Indonesia;

b. wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan
penghasilan neto dengan tarif u*um, iedangkan wajib
Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan f,enghasitanbruto dengan tarif pajak sepadan; dan

c. Wajib
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c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana
untuk menetapkan pqjak yang terutang dalam suatu tahun
pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui
pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,
pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam
negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan
Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum
dan tata cara perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

fada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak
dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal
atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adllah mereka
yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 1g3
(seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturur-
tunrt, tetapi ditentukan oleh jumrah hari orang tersebut
berada di Indonesia dalam jangka waktu L2 (dua belas)
bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b
Cukup jelas.

Hunrf c
warisan y1'g belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang
pribadi subjek pajak dalam negeri dianegap sebagai subjek
pajak dalam negeri dalam pengertian urri^rrg-u-ndang'ini
mengikuti sratus pewaris. AdLpun untuk -pelaksaiaan
pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut
menggantikan- kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila
warisan tersebut telah dibagi, t<ewaiiuan perpajakannya
beralih kepada ahli waris.
w11san yrg belum terbagi yang ditinggarkan oleh orangpribadi sebagai subjek pajak luar nEgeri yang tidak
menjalankan usatra atau melakr:kan kegiatan melalui suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia, tiaat dianggap sebagai

subjek
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subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi
dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (a)

Huruf a dan huruf b
Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan
yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa
melalui bentuk usaha tetap. orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
janqka waktu L2 (dua betas) bulan maka orang rersebut
adalah subjek pajak luar negeri.
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk
usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan
tersebut dike-nai pajak melalui bentuk usaha tetap. orang
pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek
pajak luar negeri. Dengan demikian, beniuk ur"h" teiap
tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai
subjek pajak ly.r negeri dalam memenuhi kewajiban
pgrpqiakannya di Indonesia, Dalam hal penghasilan teriebut
diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetapmaka pengenaan pajaknya dilakukan rangsung kepada
subjek pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

suatu bentuk usaha tgtap mengandung pengertian adanyasuatu tempat usaha (prace -of businessf yaitu fasilitas yang
dapat berupa tanah- dan gedung termas.,t irrg" m"rirr-mlsir,,peralatan, gudang dan komputir atau agen elektronik atauperalatan otomatis (automated eEtipmenq yZig dimiliki, disewa,
atau. digunakal gleh penyelenggara transaksi-erektronik r.rtrkmenjalankan aktivitas usaha melalui internet.
Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakanu1!uk-.menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang
e:iPeli yans {9"I. bertempat tinggal aiau bld"r, y;;; 1iJ"xdidirikan dan tidak bertempat kedu-iukan di Indonesia.
Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadiatau badan selaku agen yang keduduk.rrrry. tidak u""u.. y^.sbertindak untuk aanLtai naina.orang pribidi atau badan yangtidak bertempat tinggal atau tidak H;;*pat kedudukan diIndonesia. Of".g prjbadi yang tidak bertempat tinggal atau
P.9* y.ang tidak didirikan- dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap

di Indonesia
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di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai
kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara telsebut dalam
kenyataannya bertindak sepenuirrry" dalam rangka
menjalankan perusahaannya sendiri,
Penrsahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan
di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap diIndonesia apabila perusahaan 

-asuransi 
tersebut menerima

pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko diIndonesia _melalui pegawai, perwakilan .Ii. ".g"r.,y. 
diIndonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berirti bahwaperistiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi diIndonesia. yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak

tertanggung 
-. 

bertempat tinggal, berada, atau bertempat
kedudukan di Indonesia

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempatkedudukan badan penting ,rrrtlt menetapk;; KantorPelayanan pajak m€u1a yang mempunyai yurisdiiri f.*rlakanatas penghasilan yang diterima atau- diperoleh or.rrg piiuuaiatau badan tersebut.
Pada de,sarnya tempat tinggar orang pribadi atau tempatkedudukan badan ditentufan menurut keadaan yangsebenarny?. pgrg"n demiki"n p.nrntuan tempat tinggar atautempat kedudukan tidak hanya didasarkan p"d" p"rtilbanganyang bersifat formal, tetapi teu*r didasark.";;d [.rry^t^ur,.
Beberapa _h.^l y-ang perru dipertimbangkan oleh DirekturJenderal pqiak dalam menentukan tempat tinggal seseorangatau tempat kedudukan badan tersebut, antarilain domisili,alamat tempat tinggal,- tempai ti"g'al keluarga, rempatmenjalankan usaha pokok ata, trai--trar il; i^'"* perrudipe rtim ban gkan un tuli memudahkan- pel"r.".rr""., i. * 

" 
r* r, u.kewajiban pajak.

Angka 3
Pasal 3

Ayat (1)

sesuai dengan keraziman internasional, kantor perwakirannegara asing beserta pej.abarpejabai perwakilan dipromatik,konsulat dan pejabat-pejauat-tJinr!., dikecuarikan sebagaisubjek pajak di tempat mereka rrr"*.t iii'rr"g"r"rry". 
----

Pengecualian
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Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabar
tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan
lain di luar jabatannya atau mereka adalah warga Negara
Indonesia.
Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara
asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan
atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak
yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Angka 4
Pasal 4

Ayat (1)

undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas
penghasilan dalam pengertian yang luasl yaitu bahwa pajak
dikenakan atas setiap tambahan kemarnpuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang
dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak
memperhatikan adanya penghasilan dari 

"rrr,b=", 
tertentu,tetapi paqa adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan. kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehwajib Pajak merupakan ukuran teruaii< mengenai kemampuan
Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul 6iayayang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin danpembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan
kepada Wajib pajak, penghasilan
menjadi:

i. penghasilan .dari pekerjaan dalam hubungan keda danpekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasirln daripraktek dokter, notaris, akluaris, akuntan, pengacara, dan
sebagainya;

ii, penghasilan dari usaha dan kegiatan;
iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupunharta tak gerak, seperti t..nga, dividen, ,oyalti, ..*u, iu.keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak

dipergunakan untuk usaha; dan
iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

kemampuan ekonomis
dapat dikelompokkan

Dilihat
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Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk
konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan
wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan
yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk
mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian,
apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan
menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali
kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila
suatu jenis penghasilan dikenai pqiak dengan tarif yang bersifat
final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan
tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan Iain yang
dikenai tarif umum.
contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang
penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh
dimaksud.
Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, seperti up*, gaji, premi asuransi jiwa, d^r,
asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kLrja, atau
imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek pajak,
Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan
dalam bentuk natura yang pada haicikatnya merupakan
penghasilan.

Huruf b
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian,
pe\9rjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan,
hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang
diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misatnyii
imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan
benda-benda purbakala.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Apabila waji! l"i3k menjual harta dengan harga yang lebih
tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tilnggi daii rrarg-a ataunilai perolehan, selisih harga terJJbut merupakan
keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut ierjadi
antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual

yang
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{ang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan
dari penjualan tersebut adalah harga [a.ar. 

-
Misalnya, Pr s memiliki sebuah mobil yang digunakan
9.1* kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku-sebesar
Rpa0'000.000,00 (empat puluhluta nrpiatr). Mobil tersebutdijual dengan hgga Rp6o.oo0.ooo,oo (enam puluh juta
rupiah). Dengan demikian, keuntung"r, pt s yang diperllehkarena penjuaran mobil tersebut ia*.r, npzo.ooo.ooo,oo
(dua 

- 
puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual

kepada salah :!ol?ng pemeging sahamnya dengan h;r;;
Rp!5-.000.000,00 (lima pulu[ [ma juta rupiah),-nilai ju"almobil tersebut tetap dihitung berdasarkaii trarga pi.u,
sebesar Rp60.00_0-goo,oo (enam puluh juta rupiarr;. slusikrsebesar- Rp20.o0o.ooo,oo (dyl puiurr 3uta 

' 
,upiar,1merupakan keuntungan bagi pT S dan bagi p"*.gurr(

:ul^A - ITg membeli moUit tersebui ..ti.if, sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merup"t ." p"nghasilan.
Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualanharta, yaitu selisih antara harga jual derdasarkan 

-harga
pasar dan nilai sisa buku hartaleriebut, merupakan oujJtpajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dannilai sisa buku dalam. hal terjadi pengt;u""t 

", peleburan,pemekaran, pemecahan, da, pengambildihan usahamerupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti sahamatau penyertaan modal, keuntungan be-rufi se[sih antaraharga pasar dari harta yang diseiahk; il; nilai bukunyamerupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilaiperolehan atau nilai sisa buku atas penglurru. harta berupahibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasiran
P:gi pihak yang 

- 
mengalihkan kecuari harta terseburdihibahkan kepadi keluaiga sedarah J;["* g"ri. keturunanlurus satu derajat. Dernlkian juga, t"rr?r.g^r, berupaselisih antara harga pasar dan niiai-piroGrr""lt., nilai sisabrt atas pengatihan harta U.*p" 

- -t.rr,,r"r, 
arausum.bangan d.l hibah -kepada badan'k".ga*"..,, badanpendidikan, badan sosial tirmasuk y"y.."rrl koperasi, aralrorang pribadi yalg menjalankan usaha-mikro dan kecil, yangketentuann-ya dialur teL*r lanjut dengan p"r.tur"r, MenteriKeuangan bukan merupakan pengh"-sil"rr, 

-..parri.rrg 
tidakada hubungannya. dengan usahal r.k.r6,-kepemilikan,atau penguasaan di antira pihak-pihak y;il;rsangkutan,

Dalam
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Dalam hal wajib pajak pemitik hak penambangan
mengalihkan sebagian atau seluruh hak teriebut kepaaa
Y*jiU Pajak lain, keuntungan yang diperoleh *.rrpuku.,
objek pajak.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
pada saat menghitung penghasilan Kena pajak mJrupakan
objek pajak.
sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah
dibayar dan dibebankan sebagai biaya, ying karena sesuatu
sebab dikembalikan, maka jumlatr sebeslr pengembalian
tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

?d* pengertian bunga termasuk pula premium, diskontodan imbalan sehubungan dengan'jaminan pengembarian
utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dr3ual diatas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabilasurat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. premium
tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkanobligasi dan diskonto merupakan p"-rgir..i[.., b^gi t;;;membeli obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegangsatram atau pemegang polis as_urinsiatau pembagian sisahasil usaha, kopelasl yans dip;;;I;h 
-l].,ieor" 

koperasi,Termasuk dalam pengertian airiAln aaaUfri-'
1) pembagian raba baik secara langsung ataupun tidaklangsung, dengan nama dan dalaniUi"firt 

"p"prr,;2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihijumlah modal yang disetor;
3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpapenyetoran termasuk saham tonus yang berasal darikapitalisasi agio saham;
4) pembagian laba dalam bentuk saham;
5) pencatatan

penyetoran;
tambahan modal yang dilakukan tanpa

jymqn yang melebihi jumlah setoran sahamnya yangditerima atau diperoieh p"-"g"ng ;; karenapembelian kembali saham-rLh"*- olJh perseroan yangbersangkutan;

6)

7) pembayaran
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7l pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari
modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang
lampau diperoleh keuntungan, kecuati jika pembayaran
kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar
(statuter) yang dilakukan secara sah;

8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba,
termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda
laba tersebut;

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota

koperasi;

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

L2) pengeluaran perusahaan
pemegang saham yang
perrrsahaan.

untuk keperluan pribadi
dibebankan sebagai biaya

D_a!1m praktek sering drjumpai pembagian atau pembayaran
dividen secara terselubung,- miiarnya-dalam rra p.*Lg^r,g
saham yang . telah menyetor penuh modalnya i"i
memberikan pin-.l1man kepada perieroan dengan imbalan
!r"gg. yang .melebihi kewa.jaran. Apabila terjidi hal yang
demikian maka selisih lebih antara'bung" yang aiuayait<ai
dan tingkat 

, 
bunga yang berlaku di p-.."r, diperlakukan

q:!qg"i dividen. Bagian bunga yang diperlakukan ,.b;;;i
dividen tersebut tidak boleh aiujuarit an'sebagai biaya oieh
perseroan yang bersangkutan.

Huruf h
Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang
dengan cara atau perhitungan apa pu., baik dilakukan
secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang

kesusastraan, kesenian ataii karya itmiatr, paten, desain
atau model, renca.na, formula atau proses rahasia, merek
daga{rg, atau bentuk hak kekayaan'intiiet<tual/ indu strial
atau hak senrpa lainnya;

2. penggunaan atau
peralatan / perlengkapan
ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,
teknikal, industrial, atau komersial;

4, pemberian bantuan tambatran atau pelengkap
sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan

hak
industrial,

menggunakan
komersial, atau

hak
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hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak
menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada
angka 2, atau pemberian pengetaiuan atau informasi
tersebut pada angka 3, berupa:
a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau

rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan
kepada masyarakat merarui satitit, tauet-, serat optik,
atau teknologi yang senrpa;

b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar
atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran
televisi 

-at?u radio yang disiarkan/dipancarkan melalui
satelit, kabel, serat optik, atau teknoiogi yang serupa;

c) penggunaa'n atau hak menggunakan sebagian atau
seluruh spektrum radio komunikasi;

5. penggunaan atau hak menggunakan firm gambar hidup
(motion pict,re.flms), firm itau pita video untuk siaran
televisi, atau pita suara untuk siaian radio; dan

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan
dengan penggunaan atau pemberiar, 

-hat<- 
r."r.aya^r,intelektual/industrial atau rral,rrat lainnya sebagaimana

tersebut di atas.
Huruf i

D.alam..pengertian sewa termasuk imbalan yang diterimaatau diperoleh dengan nama dan dalam uentui ;p;;;;sehubungan dengan penggunaan harta girak atau harta takgerak, misalnya sewa mouit, sewa kanto-r, sewa rumah, dansewa gudang.
Huruf j

Penerimaan berupa. pembayaran berkala, misalnya"alimentasi" atau. tunjangan seumur hidup yang dibayarsecara berulang-ulang dalim waktu terteniul
Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak .yang berpiutang dianggapsebagai penghasilan 
. bagi pihai y;;- J.*rru berutang,sedangkan bag-r. pihak y."g berpiJffi J.p"t dibebankansebagai biaya. Namun,- a"rr[.r, plraturan pemerintah dapatditetapkan bahwa pembebalan utang debitur kecil misarnyaKredit Usaha 

L.t".?rg1_prasejaht.r" [f"t*ii;, X..ait UsahaTani ({Ut), Kredit Usaha Rakyat KUB;' kredit untukperumahan sangat sederhana, serta tredit kecir hi;;t;sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objekpajak.

Huruf I
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Huruf I
Keuntungan.yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang
asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut
dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan -standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Huruf m
selisih l+i-h-karena penilaian kembali aktiva sebagaimana
dimaksud dalam pasar 19 merupakan penghasilan.

Huruf n
Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi
reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan
akumulasi penghasilan baik yang telatr dikenakan p.i"i.- ar.,yang bukan objel.< pajak serfa yang berum dikenakan pajak.
Apabila diketahui .adanya tambaian kekayaan ""to-yl'gmelebihi akumurari p:lgE:ilp yang telatr iil..""t"" p":"r.dan yang. bukan objek pajak, ;""ka tamuatran t.t 

"y"^r,neto tersebut merupakan penghasilan.
Huruf q

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofiyang berbeda 
- 
dengan kegiatan usaha yang bersifatkonvensional.. {amun, p.rr[hasilan yarrg diterima ataudiperoleh dari kegiatan 

-usaha 
berbasis syariah tersebuttetap merupakan objek pajak menurut undang-u"ar"g i"r

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.
Ayat (2)

sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud p"a. ayat i.,i me"rupakan
gbjek pajak. Berdasarkan pertimuan'ia"-priti*uur,g"n ;;;;r,lain:
- perlu adanya 

- dorongan daram rangka perkembanganinvestasi dan tabungan-masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak

maupun Direkrorat Jenderal pajak;

- pemerataan .
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- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,
atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan
perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.
Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis
penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara
pelakoanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat
ular_rg berjangka waktu lebih dari 12 (dua beras) buran, seperti
Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangku *Lkt,
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

lyllt Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi
Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Ayat (3)

Huruf a
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pqjak sepanjang diterima tidak dalam
rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan
kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan. zakat yang diterima oleh tadan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan para pineii*u zakat yang
berhak se$1 sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
bagi pemeluk agama lainnya ying diakui dI rnaonesia yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk Lt",
disahkan oleh pemerintah dan yang diierima oleh penerima
sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan
atau sumbangan. yang dimaksud dengan "iakat, adalah
zakat sebagaimana dimaksud dalam unldang-undang yang
mengatur mengen ai zakat.
Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang
menerima dapat terjadi, misalnya pt n sebagai produsen
srrrtu jenis !*1tg yang bahan baku utamanya diproduksi
oleh PT B._ Apabila pr B memberikan sumbangan bahan
b-4r_ kepada H A, sumbangan bahan baku ya;g diterima
oleh PI A merupakan objek pa.yat<.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objgk pajak apabila diterima oter, keluarga sedarah iaramgaris keturunan lurus satu derajat, -d.r, oleh baclan
keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosiar termasuk
yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil termasuk koperasi yang diietapkan oleh Menteri

Keuangan
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Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan,
atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

l3d" prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang
diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan
ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta teriebut
diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima
tersebut bukan merupakan objek pajak.

Huruf d
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
menrpakan tambahan kemampuan ekonomis yang dite;ima
bukan dalam bentuk uang. penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan
imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti p"t gg.r.,ru.,
mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan-meilpakan
objek pajak.

Apabila yang memberi imbalan benrpa natura atau
kenikmatan tersebut bukan wajib pajak Lt", wajib pajak
Ianq dikenai Pajak.Penghasilan yang bersifat final dln wa.;iu
Pajak yang dikenai pajak Reng-hasilan berdasarkan .,o.,i-,u
penghitungan khusus (deemed profit), imbalan dalam bentuk
natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan
bagi yang menerima atau memperolehnya.
Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai
pada- suatu perwalll-an diplomatik asing di Jakartu. ir.["rrur
tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah "r^"*
disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau
kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan
tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebutsebab perw+qEn diplomitik yang ulrslngtutan buka.
merupakan Wajib pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadidari perusahaan asuransi sehubunga' denga"n' pori.
asuransi kesehatan, asuransi kecelakian, asuransi ji*u,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, Uut<an
Tgrupatan objek Pqiak. Hal ini selaras dengan ketentuan
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi

yang
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Iang dibayar oleh Wajib pajak orang pribadi
kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan
penghitungan Penghasilan Kena pajak.

untuk
dalam

Huruf f
Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasaldari laba setelah dikurangi pajak dan diteiima arau
diperoleh perseroan terbatai seulgai wajib pajak dalam
negeri, dan badan usaha milik ne[ara atlu badan usaha
milik daerah, dari penyertaanny" p.du badan usaha lainnyayang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (d"" p;il
lima persen), tidak termasuli objek p.:ut. yang dimaksud
dengan "badan usaha milik negaia,, aln "uaaan irsaha milik
daerah" padl ayat ini, antaia rain, adarah perusahaanperseroan (Persero), ba'k pemerintah, dan bank
pembangunan daerah.

ferl.u dltegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau
lagian laba adalah wajib pajak setain-uaal"-u"a"n tersebutdi atas, seperti orang pribadi baik dalam n"!"ri ,r,urp,.r., tr.,negeri, firma, perseroan komanditer, yayasi-, a^r, oiganisasi
sejenis dan sebagainya, penghasilan 6"*p" dividen ataubagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Huruf g
Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan inihanya berlaku uagi-aanl p.rr.iu' y*g p.rrairi.r,nya ter;hmendapat pengesahan dari I,tenteri' 

-ilr^rrg.rr. 
yang

dikecualikan dari objek. pajak adarah iuran yang diterimadari peserta pensiun, baik atas beban sendiri 
-"."r]p"" 

v."*9ihgnr"g pemberi keda. pada aa.arrry. iuran ya.gditerima oleh dana pensiuh tersebut r.*plr.an dana milikdari peserta pensiun, yang t"r dibayarkai-t 
"mu"ri 

r,.puJumereka pada 
. waktunya. pengenain p":"r. atas iurantersebut berarti menguiangi haf part p.!Ji" pensiun, danoleh karena itu iuran ters-ebut aitecuatikan sebagai objekPajak.

Huruf h
sebagaimana tersebut daram hunrf g, pengecuarian sebagaiobjek pajak berdasarkan keteTjy* i"i t 

"i.,yu 
uerrar.u-uilrdana pensiun. 

_ -yang pendirian"y" Gi"r, mendapat
ggngesahan dari Menteri Keuangan. ?arrg dikecuarikan dariobjek pajak dalam hal ini aaaiah p;ilf,fi.n dari modalvang ditanamk"". gi bidang-bidand a";;; berdasarkanKeputusan Menteri Keuangai. perr"iaman modar oleh danapensiun dimaksudkan untuk p""g."rU"rg.r, --J;;

merupakan
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merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta
pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal
tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak
bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu
penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf i
Untuk kepentingan pengenaan. pajak, badan-badan
sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan
himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu
kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena
itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan
tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan nperusahaan modal ventura" adalah
_su1tu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai
badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk
penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.
Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau
diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk
sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan
usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil,
menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura
memenuhi ke.tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f, dividen yang diterima atau diperoletr perusahaan
modal ventura bukan merupakan objek pajak.

lg* kegiatan penrsahaan modal ventura dapat diarahkan
kepada sektor-se-ktor kegiatan ekonomi yang memperolehprioritas untuk dikembangkan, misal-nya untuk
meningkatkan ekspor nonmigas, usaha atau klgiatan dari
perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri
Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan
modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura
diaratrkan pada perusahaan-perusahaan yang belum
mempunyai akses ke bursa efex.

Huruf I ...
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Huruf I

Cukup jelas.
Huruf m

Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu
memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian
pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh
sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam
bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana
kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud
harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4
(empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau
diperoleh.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini,
maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan
pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta
penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat
terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan
dari instansi yang membidanginya.

Huruf n

Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib pajak
tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus
kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakar yang tidak
mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertim;.ra
musibah.

Angka 5
Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu 

-beban 
atau biaya

{ang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari I (satu) tahun
dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu)t".hry merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan,
misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biayi rurin
pengolahan limbah dan sebagainya, sedangk-an perigeluaran
yanq mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satuf tahun,
pembebanannya dilakukan melalui pen5rusutan atau melalui
amortisasi. Di samping itu, apabila daram suatu tahun pajak
didapat kerugian karena penjualan harta atau karena .Lti.in

kurs
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kurs, kerugian-kerugian tersebut
penghasilan bruto.
Hunrf a

dapat dikurangkan dari

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini Lazim disebut biaya
_seha1-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran,
untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pen[eluaran-
pengeluaran tersebut harus mempunyai huburrg^r, 

-[".,g.r., 
g

maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha 
- 
atau

kegiatan untuk mendapatkan, -menagih, dan memelihara
penghasilan yang merupakan objek paiat<.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk
mardapatkan, menagih, dan memelihara-penghasilan yang
bukan merupakan objek pajak tidak utterr diueuantcan
sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun. _A yang pendiriannya terah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasiian
bruto yang terdiri dari:
a. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai

dengan Pasal 4 ayat (s) huruf h Rp100.000.000,00
b. penghasilan bruto lainnya sebesar Rp300.000.000,00 (+)

Jumlah penghasilan bruto Rp400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adarah sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), b-iaya yang boleh dikurangkan untukmendapatkan, menagih dan memEtihara p"r,!ti".ilan adarahsebesar 3/4 x Rp2oO;OOO.ooo,oo - Rprso.ooS.ooo,oo.
Demikian pula bunga .qtas pinjaman yang dipergunakanuntuk membeli, saham tidak aapat dibebankir, .iur!'.i biayasepanjang dividen ylng diterimanya tidak merupakan objek
paiat sebagaimana dimaksud dalam p"..i i ;t,u (3) huruf f.
P.ytg. pinjaman yang tidak boleh aibiayat<arr-tersebur dapardikapitalisasi sebagai penambah harga i"rot.rr"., saham.
Pengeluaran-pengeruaran yang tidak ada hubungannyadengan upaya untuk -*.id"p"tkan, 

menagih, danmemelihara penghasilan, misarnya pengeluaran-pengeluaran
untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaranbllg1. atas pinjaman yang-dipergunakan uniut k.p.rtr..,pribadi peminjam serta pe*uiyaran premi asuransi untuk
kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran
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Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk
kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya
perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi
tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan
yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus
dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan
dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas
menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh
dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima
atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun,
pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh
dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima
atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bnrto harus dilakukan dalam batas-batas yang
wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik,
Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui
batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan
istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebuL
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f
dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka
usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan
Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.
Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan
antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi
dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan.
Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi uotetr
dikurangkan dari penghasilan bruto.
Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan
sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf b
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun,
pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau
amortisasi.

Selanjutnya
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Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), pasal 1i, dan
Pasal 1 1A beserta penjelasannya.
Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran
di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar
sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokaii.

Huruf c
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai
biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana
pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh
Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harLa yang
menunrt tujuan semula tidak dimaksudkan untuk ai.luaiatau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan daiam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih dan_ memelihara penghasilan dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
{i*iltl.i tetapi tjdak di8unakan dalam perusahaan, atau vr"Edimiliki tetapi tidak digunakan untuk rnendapait r",
menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan
secara taat asas_sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku di Indonesia.

Huruf f
Biaya penelitian. d.l pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia 

-dalam 
jum'iah y"r,g wajar .r'trf

menemukan teknotogi atau sistem baru bagi penglmbangan
perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya- perusahaan .

Huruf g

liaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang,
dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber
daya manusia dapat dibebankar, ..-b"g"i biaya perusahaan
dengan memperhatikan kewajaran, terirasuk-beasiswa yanjdapat dibebankan .sebagai 

-biaya 
aaaiar, ueasiswa ,u"Ediberikan kepada pelajar, mahasiiwa, dan pihak lain.

Huruf h
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Huruf h
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapar
dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah
mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi
komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan
yang maksimal atau terakhir,
Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti
penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan
internal asosiasi dan sejenisnya.
Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam
ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut dengan arau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Ayat (2)

/it q ,pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan
berdasarkan ketentuan pada ayat (l) setelah dikuiangkan dari
penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tcrscbur
dikompensasikan dengan penghasilan neto atiu laba fiskal
selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun
berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.
Contoh:
PT A dalam tahun 2oog menderita kerugian fiskal sebesar
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam
5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal pr A sebagai berikut :

2010 : laba fiskal Rp200.00O.OOO,OO

2Ol | : rugi fiskal (Rp300.0OO.O0O,OO)

2012 : laba fiskal Rp N I H I L
2013 : laba fiskal Rpt00.00O,O0O,OO

2OL4: laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi ...
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Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2OO9 (Rp1,20O.O0O,OO0,OO)

Laba fiskal tahun 2010
Sisa rugi fiskal tahun 2OOg

Rugi liskal tahun 2}lt
Sisa rugi fiskal tahun 2OOg

Laba fiskal tahun 2OL2

Rp 2OO. 0.000,00 (+)

(Rp 1.000,00O.000,00)
(Rp 300.000,000,00)
(Rp 1.000.000.000,00)

RpN IHIL (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rpl.O0O.OOO.OOO,OO)

Laba fiskal tahun 2019 Re 100.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2OOg (Rp 90O.OOO.OOO,0O)

Laba fiskal tahun 2Ot4 Rp 800.0O0.000.00 (+)

Sisa rugi liskal tahun 2OO9 (Rp 1OO.O0O.O00,0O)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2OL4 tidak boleh
dikompensasikan- lagi dengan laba fiskal tahun 2015,
sedangkan rugi fiskar tahun 20l1 sebesar Rp3o0.00o.o0o,o0
(tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan
laba fiskal tahun 201s dan tahun 2016, karena jangka waktu
lima ta_h-un yang dimulai sejak tahun 2OL2 berakliir iada akhir
tahun ZOL6.

Ayat (3)

Dalam ryenghitung 
penghasilan Kena pajak wajib pajak orang

pribadi {31.rll-"geri, kepadqnya diberikan p"rrgrlr"rrgar. u.rrpiPenghasilan Tidak Keni Pajai< (PTKP) berbaslrkan"ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal,7.'

Angka 6
Pasal 7

Ayat (t)

Untuk menghitung besarnya penghasilan Kena pajak dari wajibPajak orang pribadi 
. dalam iegeri, penghasilan netonyadikurangi dengan jumlah penghasitan tidati Kena pajak. Disamping untuk dirinya, kepadiwajib pajak yang 

"raur, kawindiberikan tambahan penghasilan Tidak Kina Fa.ia"r.

Bagi wajib pajak yang -isterinya menerima atau memperorehpenghasilan yang digabung dengan penghasirannya, wajibPajak tersebut mendapat tambahan pCnghasilan riaat KenaPajak untuk seorang isteri palin[ sedikit sebesar
Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat p,ruhribu rupiah).

wajib
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Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak
kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan
Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang
dimaksud dengan "anggota keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya' adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai
penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib
Pajak.

Contoh:
Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4
(empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan
dari satu pemberi keda yang sudah dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 2L dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya
dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib
Pajak A adalah sebesar Rp21.120.000,00 [RpI5.840.000,00 +
Rpl.320.000,00 + (3 x Rp1.320,000,00)), sedangkan untuk
isterinya, pada saat pemotongan PaJak Penghasilan pasal 21
oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena pajak
sebesar Rp15.8a0.000,00. Apabila penghasilan isteri harus
digabung dengan penghasilan suami, besarnya penghasilan
Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada wajib pajak A adalah
sebesar Rp36.960.000,00 (Rp2t.120,OOO,O0 +
Rp15.840.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menuiut
keadaan wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal
bagian tahun pajak,
Misalnya, pada tanggal I Januari 2oo9 wajib pajak B berstatus
kawin- dengan tanggungan I (satu) orang anak, Apabila anak
yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2000, besarnya
Penghasilan Tidak Kena pajak yang diberikan kepada wajiu
Pajak B untuk tahun pajak 2oog tetap dihitung berdasarkan
status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan
wewenang untuk mengubah besarnya penghasilan Tidak Kena
l.j?k sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah
berkonsultasi dengan Dewan perwakilan -Rakyat 

Republik
Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi
dan moneter serta perkembangan hirga kebutirhan pokok
setiap tahunnya.

Angka 7
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Angka 7
Pasal 8

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini
menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya
penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga
digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan
pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.
Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak
tersebut dilakukan secara terpisah.
Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada
awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap
sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak
sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan
dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai
pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan
ketentuan bahwa:

a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu
pemberi kerja, dan

b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas
suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai
seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto
sebesar .Rp70.000.000,00 (tujuh puruh juta -rupiah). 

Apabila
penghasilan isteri tersebut diperoleh daii satu pem'beri'kerja
dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan
tersebut tidak ada hubungannya dengan ulaha suami uturl
anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar
Rp70.000.000,00- (tujuh puluh juti rupiah) tidak digabung
dengan penghasilal A dan pengenaan pii"t atas penghasilan
isteri tersebut bersifat final.
Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan
usaha, misalnya salon kecantikan dengan pinghasiian neto
sebesar Rp80.000,000,00 (delapan putuh-3uta rufiah), seluruh
penghasilan isteri sebesar Rpl50.0oo.ooo;oo 6p?o.ooo.ooo,0o+ Rp80.000.000,0o) digabungkan dengan penghasilan A.Dengan penggabungan tersebut, A aitenai pajak atas
penghasilan neto sebesar Rp2s0.ooo.ooo,oo (Rp too.ooo.ooo,oo+ Rp70.000.000,00 + Rp80.0OO.OOO,OO). potongan pajak alas
penghasilan isteri tidak bersifat final, ariinya dapat ditreaitun

terhadap
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terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut
Iang- dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Tahunan pajak
Penghasilan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan
keputusan hakim, penghitungan penghasilan Kena pajak dan
pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami-
isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjilankanhak dan kewajiban perpajakannya sendiri, p..,ghit.,.,g^.,
pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan- pJngr,asiian
neto suami-isteri dan masing-masing memikul u-euan pajak
sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:
Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengaciakan
perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isterimenghendaki unt]a\ menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.
Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha
salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkanjuy$h penghasitan sebesar Rp-z5o.Oob.ooo,0o (dua ratus limapuluh juta rupiah).
Misalnya, pajak yjn_g_terutang atas jumrah penghasilan rerseburadalah sebesar Rp27,5S0.Oob,oo 1a"u prirh"t,r.lrh irrt, limaratus 

^ 
lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing

suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai 6erikut:-
- suami: 100.000.000.00 x Rp27.5so.ooo,o0= Rpr 1.020.000,00

250.000.000,00
- Isteri : 150.000.000.00 x Rp27.sso.ooo,o0 = Rpr6.s3o.0oo,o0

250.000.000,00
Ayat (a)

Penghasilan anak- yang belum dewasa dari mana pun sumberpenghasilannya .g.r, apa pun sifat_ p"i"4..rrrry" digabungdengan penghasilan orlng tuanya daiam lahun pajak yang
sama.

Yang dimaksud dengan nanak yang belum dewasa,, adarah anakyang belum berumur rg ldelapan belas) tahun da. berumpernah menikah.

Apabila ..
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Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah
berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, p..g..,r.^.,
pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya
berdasarkan keadaan sebenarnya.

Angka 8
Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat
dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tiaut boleh
dibebankan sebagai biaya.

fada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto adalah biaya rang mempunyai huiungan rangs,Ing dantidak- langsung dengan usaha atau -kegiatan 

r]ntuk
mendapatkan, menagih, dan memerihara pen-ghasilan y.;g
merupakan objek pajak yang pembebarr"nny. aapat dilak;ka;
dalam_ tahun pengeluara' Liau selama masa manfaat daripengeluaran te.rsebut, pengeluaran yang tidak bolehdikurangkan dari penghasilan bruto me[plti iengeluaran yang
sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya *.t.uih,]
kewajaran.
Huruf a

Pembagian laba- dengan nama dan dalam bentuk apa pun,termasuk pembayaran dividen kepada pemilik '*oa"r,
pembagian sisa hasil usaha koperasi kipada .rrggot^.,yu,dan pembayaran dividen oleh peru.urr".ri.suransi kepadapemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari p.r-,glru.it*badal yang membagikannya karJna plmuagian labatersebut merupakan bagian dlri penghasilair badan terseburyang akan dikenai pajali berdasaik^riu"a."g-Undang ini,

Huruf b
ri.d$- dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaanadalah- biaya-biayp i"rg dikellarkan atau dibebankan olehperusahaan untuk kepentingan pribaai p""..g""g saham,sekutu atau lnggota, slperti [eruail.a;;;;h-iribadi, biayaperjalanan, biaya prani asuransi yang iiury^, olehperusahaan untuk kepentingan priUaai "pur^ 

pemegangsaham atau keluarganya.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Premi untuk
asuransi jiwa,

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

yang
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yalq dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi tidak
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, a"r, pada saat
orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau
santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan
Objek Pajak.
Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung
oleh pemberi keda, maka bagi pemberi tcer.la pembaly"aran
tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi p.g"*riyang bersangkutan merupakan penghasirin ^ "yrr-,g
merupakan Objek pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan pasal 4 ayaL
(3) huruf d, penggantian atau imbalan altam bentuk naturadan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak.Selaras dengan hal iersebut, dalam ketentuan inipenggantian atau imbalan dimaksud dianggap uurcanmenrpakan pengeruaran yang dapat dibeban"lian sebagai
liaya bagi p-emberi keda. Namun, d"rrg.r, atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dankenikmatan berikut ini dapli afuuiangkan-aari penghasilanbruto pemberi keda dan bukan *r"*p"t.r, penghasilan
pegawai yang menerimanya:
1' penggantian atau imbalan dalam bentuk natura ataukenikmatan yang diberikan berkenaan denganpelaksanaan pekeG.r, di daerah t"r."L.,t dalam ..;;k;menunjang kebijakan_ pemerintah untuk 

"r."a*3"gpembangunan di daerah ierpencil;
2' pemberian natura dan kenikmatan yang merupakankeharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai saranakeselamatan kerja atau karena sifai pekerjaan tersebutmengharuskannya, seperti pakaian a.Ir- f"r"ratan untukkeselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan(satpam), 

.antar jemput f,"ry.f"", -r"r,, penginapanuntuk awak kapal dan yang sejenisny"; a^r.,3' pemberian atau penyediaan makanan dan atau minumanbagi seluruh peglwai yang u"rt.it""-;;;;" pelaksanaanpekerjaan.
Huruf f

Dalam hubungan- pekerjurrl. ke-mungkinan dapat ter3adi
ff:u"v"ran imbal., y.r,g aiuerit<an I;;; pegawai yansJUga pemegang saham' Karena pada dasarny. pengeruaranuntuk mendapatkan, menagih, d;il;;iiu." p.rghasiranyang boleh dikurangkan -dari p."grr"rli"* bruto adarahpengeluaran yang jumrahnya wajar .J.r-,"i J"rg"r, keraziman

usaha
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usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi
kewqjaran tersebut tidak boleh dibetankan iebigai biaya,
Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupak.r, p.*.gur.g
saham dari suatu badan memberikan jasl kepada uaaantersebut dengan memperoleh imbalan sebesar
Rp50.000.000,00 (tima puluh juta rupiah).
Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga
ahli lain yanq setara hanya dibayar sebesar Rp2o.000.ooo,do
(dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar npso.ooo.o00;oo
(tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai
biayl' Bagi tenaga ahti yang juga sebagai pemegang saham
tersebut jumlah 

_sebesar Rp30.0o0.oo0,oo- (tiga-pLil"luh juta
rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksu{kan dengan pajak penghasilan daram
ketentuan ini adalah pajali penghasilan yang terutang oreh
Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i
Biaya untuk keperruan pribadi wajib pajak atau orang yangmenjadi tanggungannya, pada -haketatnya 

merupakanpenggunaan penghasilan oleh Wajib pajak yang
bersangkutan. oleh karena itu biaya teisebut iia.t uot.frdikurangkan dari penghasilan bruto ierusahaan.

Huruf j
Anggota lirma, persekutuan dan perseroan komanditer yangmodalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan 

".urguTsatu kesatuan, .sehingga tidak ada imb"r"" sebagai g;ji.Dengan demikian e.:i yang diterima oleh ;"doi;persekutuan, Iirma, atau- persero€u1 komanditer 1"."gmodalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakanpembayaran yang boleh dikurangkan dari pengrrasilan brutobadan tersebut.
Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

sesuai dengan keraziman usaha, pengeluaran yang mernpunyaiperanan terhadap.. penghasilan untuk b;be;p; ;J;;;pembebanannya dilakukan sesuai a.ngan jumlah tahun
FT?"v. pengeluaran tersebut berperan teihadap penghasilan.sejalan dengan prinsip penyelarasan ."i*. pengeruaran

dengan
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dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara'peighasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak alpaidikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada talrunpengeluaran, melainkan dibebankan melalui ienyusutan dan
amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 dan Pasal l1A.

Angka 9
Pasal 1 1

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoreh harta berwujud yangmempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tarru., harusdibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, rnenagih, danmemelihara penghasilan dengan cara mengarokasikanpengeluaran tersebut selama ma-sa manfaat harta berwujudmelalui penyusutan. pengeluaran-pengeluaran untukmemperoleh tanah hak milik, termasuk tariah berstatus hakguna bangunan, hak guna usaha, dan hak p.r."i y;;;p".ramakali tidak boleh disuiutkan, t"cuati apabila tanah tersebutdipergunakan daram perusahaan atau dimiriki untukmemperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebutberkura'g karena penggunaannya untuk memperolehpenghasilan, misatnya ianati dipergunakan rntrt fl.r.rt uungenteng, perusahaan keramik, aiau perusahaan batu bata,
Yang dimaksud dengan- "pengeruaran untuk memperoreh tanahhak guna bangun.rr, h.k &.. usaha, dan hak pakai yangpertama kali" adalah biayl perolehan t.r,.n 6lrstatus hak gunabangunan, hak guna usaha, 0"" pr.-;;i;;"ri pihak ketigadan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenanguntuk pertama karinya, sedangka" u*v" 

- 
j.rp..rj^ngan hakguna bangunan,. hak guna usaha, d", hak pakaidiamortisasikan serama jangia waktu hak-hak tersebut.

Y:,.oa: penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan inidilakukan:

a' dalam-bagian-bagian 
rang sama besar selama masa manfaaty?rq ditetapkan bagi harta tersebut (;;;e;-garis rurus ataustraight-line method ); atau

b' dalam 
-bagian-.bagian yang menurun dengan caramenerapka' tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metodesaldo menurun atau dectining batanci metial.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukarrsecara taat asas.

Untuk
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00
75 000 000 00 75 000 000 0020to 50% s7.so-o0ooT- 37.500.000 0020tt 50% r8.750.000,00 18.750.000 002012 Disusutkan

sekaligus
18 .750.000,0o 0

Ayat (3)
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Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat
disusutkan dengan. metode garii lurus. Earta berwujud selain
bangunan- dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau
metode saldo menurun,

Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldomenurun, nilai sisa buku pada akhii- masa manfaat harusdisusutkan sekaligus.

sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil (smaltools) yang sama atau sejenis 
-dapai 

disusutkan dalam sarugolongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:
Sebuah gedung {..".g harga perolehannya Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiahf dan *L.. manfaatnya 20 (dua puluh)
SLyl ^ penyusutannya setiap tahun adarah sebesarRp50.000.000,00 1np r.boo.ooo.obo,oo : zo1,
Contoh penggunaan metode saldo menurun:
*lyuh mesin yang diberi dan ditempatkan pada buran Januari2OO9 dengan lrTg" perolehan sebesar Rp150.000.000,00(seratus liqa puluh-jutl rupiah). Masa *.rir"ut dari mesintersebut adalah. 4 (empaQ 'tahun. 

Karau iarir penyusutanmisalnya ditetapkap 
-s079 (lima puluh persen), penghitunganpenyusutannya adalah sebagai beiikut. ' t

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeruaranatau pada bulan selesainya pengedaan suatu'harta sehinggapenyusutan pada tahun pertama -ihitrrrrg 
"."ri" pro-rata.

Contoh 1



Contoh 1:

Pengeluaran 
":!1! -pemtangunan sebuah gedung adalah

19bes-a1 Rp1.000-0oo.ooo,00 (situ miliar rupiah). pem6angunan
dimulai pada bulan oktober 2oog dan selesai untuk diguiakanpada bulan Maret 2olo. penyusutan atas harga perolehan
bals-u1an gedung tersebut dimulai pada buran Maret tahunpajak 2010.

Contoh 2:
sebuah mesin yang dibeli dan clitempatkan pada bulan Juri2oO9 dengan !a5ga perolehan sebesar ni roo.ooo.000,o0
(seratus j.uta-rupiah), Masa manfaat dari mesirr-t....uut adalah
J-Qmpat) tahun. Kalau tarif penyusutan misarnya ditetupr.r.
509ir (lima puluh persen), rrr.k" penghitungan pen]rusutann),a
adalah sebagai berikut.
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Tahun
arga
2009

Tarif

6 nx 50o/o

Pen

25.000.000,00 75.000.000 002010 5Oo/o 37.500.000,00 37.500.000 00
2OLL 5Oo/o 18.750.000,00 18.750.000 002012 50% 9,375.000,00 9.37s.000 002013 Disusutkan

sekaligus
9,375.000,0o 0

H Perolehan
Nilai Sisa Buku
100.000.000 00

Ayat (a)

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal pajak, saarmulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harratersebut digunakan untuk -9"a.puti.", menagih, danmemelihara penghasilan atau pada uui"" h*t^ tersebuL mulaimenghasilkan. saat mulai menghasilkan daram kerentuan inidikaitl<an dengan saat mulai be-rproa"t.i f,an tidak dikairkandengan saat diterima atau diperolih"til;;;hasilan.
Contoh:
PT x yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor padatahun 2oog. perkebun"r, t.r.Luut mulai-mirgt,."ilkan (panen)pada tahun 2919.. Dengan persetujuan oiret<tur Jenderal pajak,penyusutan traktor tersebut dapat aitakut<an murai- i.t'.,.r-,2010,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
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Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam
melakukan penyusutan atas pengeluaran Lrarta berwujud,
ketentuan ini mengatur kelompok misa manfaat harta dan tarif
penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo
menurun.

Y.rg dimaksud dengan ubangunan tidak permanen,, adalah
bangunal yang bersifat sementara dan terbult dari bahan yangtidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipiniah-
pindahkan, yang masa manfaatnya tidak leb-ih aaii to t..p"r"nttahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu
untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-
bidang usaha tertentu, seperti peikebunan tanaman keras,kehutanan, dT, peternakan, perlu diberikan pengaturan
tersendiri untuk- penyusutan harta berwujud yang'diginakandalam bidang-bidang usaha tertentl tersebut yangk-etentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan
Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihanharta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya ;.;;;iiir""harta tersebut.
Apabila harta.tersebut ddual atau terbakar, maka penerimaanneto dari penjualan harta terse.but, yaitu selisih antara hargapenjualan 9ur piaya -yang dikeruarkan berk.rr."r, ;;"g""penjualan tersebut dan 

- 

"tL, penggantian asuransiriya,dibukukan 
, 
sebagai penghasilan puT" tahun terjadinyapenjualan atau tahun diteiimanya penggantian asuransi, dannilai sisa buku dari harta tersebui aibeuiltan sebagai kerugiandalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal pe-nssantian asuransi yalg diterima jumlahnya barudapat diketahui d.engan pasti i"a; ;;;; kemudian, wajibI.r* dapat mengajuk-an pirmor,or,"" t"p"a" il;;k,"; J.r,jJ*rl.j"t agar jumrah sebesai kerugian t"r.Juri dapat dibebankandalam tahun penggantian asuransi tersebut-
Ayat (10)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(8), dalam hal pengalihan halta uerwu;uJ-J"rry memenuhisyarat sebagaimana dimaksud dalam p"r;i; 'ayat (3) huruf adan huruf b, nilai sisa bukunva tidak boreh dibebankan sebagaikerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)
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Ayat (1 1)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada wajib pajak
untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi
wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam
::tg.p kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh
wajib Pajak.

Angka 10

Pasal 1 1A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
termasuk biaya perpanjangan hak guna bang[rnan, hak grr.u
usaha, hak pakai, dan muhibah agoodwitt) Iu.g mempunyai
masa manfaat lebih dari I (satu) tahun diamortisasi de.,j.n
metode:

a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa
manfaat; atau

b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan
cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yangmenggunakan metode saldo menurun, pada u.krri, *u*manfaat nilai sisa buku harta tak uerwuiua atau hak_rraktersebut diamortisasi sekaligus,
Ayat (1a)

Amortisasi dimulai pada buran dilakukannya pengeluaran
sehingga amortisasi pada tahun pertama ot itrrrg';.;;;;."-
rata.
p.a.lam rangka menyesuaikan 

- 
dengan karakteristik bidang-bidang usaha terteniu perlu diberifan pengaturan tersendiriuntuk amortisasi y_ang ketentuannya diatur teuitr lanjut a..gur-,Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeruaranharta tak berwujud dimaksudkan ,-,rrtrt memberikan
-{9s91agaman, bagi wajib pajak dalam *"i"t rtan amortisasi,wajib Pajak dapat merakukai amortisasi sesuai dengan metodeyang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (t )berdasarkan masa manfiat yang sebenarnya dari tiap harta takberwujud. Tarif amortisasi vrrg diterapdan didasarkan padakelompok masa manfaat leuJeaim;;;l;"g diatur daramketentuan ini. Untuk harta iiaat Ueriruiua yang masamanfaatnya tidak tercantum pada r."rompox masa manfaat

yang
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yang ada, maka wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang
terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa .n^r,fuut
yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok
masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Daiam
hal masa manfaat yang sebenarnya s (lima) iahun, maka harta
!.! berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan
persentase tarif amortisasi yang besarnya sJtiap tahun ,u.n"dgrg"l persentase perbandingan antara iealisasi' p.rr.* u^r, g.r,
minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangfutan denian
taksiran jumlah seluruh kandungar, *Iny"k da-n gas buml dilokasi tersebut yang dapat diproduksi.
Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecildari yang diperkirakan, sehingga - masih terdapai .i."pengeluaran untuk memperoleh fiak atau pengeluaran lain,maka atas sisa pengehraran tersebut boreh dibebankansekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selainminyak dan gas bumi, hak p."gr."h.i"rr' hrt.rr, dan hakpengusahaan sumber alam serti hasil alam lainnya ,.p.rli L-rr.pengusahaan hasil laut diamortisasi u.rarr*kan *.tod.satuan produksi dengan jumrah paling ting;i 20p/o adu; p"L},persen) setahun.
Contoh:

Pengeluaran untuk memperore.]1 frak pengusahaan hutan, yangmempunyai potensi lo.ooo.ooo lrlpuiurr juta) tor-,--'tlyr,sebesar Rp500.000.000,00 (rima ratus juta rupiah) diamortisasisesuai durgan persentase satuan produksi yang direalisasikandalam tahun y3rrg. bersangkutan.- Jika dalam I (satu) tahunpajak ternyata jumlah prod-uksi. *.rr""p.i llooo. oo0 (tiga ju ta )ton yang berarti go'+- (riga pulq p#"."t 
'i.ri 

potensi yanstersedia, waraupun jumrah'produksi p;a; tahun terseburmencapai 3oo/o (tiga puluh pcrsen) dari'iumtar, potensi yangtersedia, besarnya amortislsi vi"g--i*..i."ankan unrukdikurangkan gTi penghasilan bruto pada tahun terseburadalah 2o%o 
^(du. 

p.,L.n persen) aaii -p.r,geruaran 
arauRp100.000.000,00 (seiatus juia rupiah). r

Ayat (6) ..
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Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang ditakukan sebelum operasi
komersial, adalah biaya-biaya y"rrg dikeluarkan sebelum
operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biayaproduksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya
operasional {?nq sifatnya rutin, seperti gaji p.g"*ui, biaya
rekening listrik dan telepon, dan biaya kaitor i.iiny..'Unruk
pengeluaran operasional yang rutin ini tid;k boleh
dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun
pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT x mengeluarkan biaya untuk memperoreh hak
lellqbangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesarRp500.000.000,00. Taksiran jumlah kanJurrg.r, minyak didaerah tersebut adalah sebanyak 2oo.ooo.ooo laua ratus juta)barel. setelah produksi minyak dan g". bumi 

"..".ufui100.000.000 (sera_tus juta; barer, t,i' x menjual hakptllTb3ngalJr:ebut kepada pihak rain dengan harga sebesarRp300.000.000,00. penghitrlg3l penghasilan dan kerugiandari penjualan hak tersebut adilaf, J"U.?.i Ueritcut:

Harga perolehan Rp5oo.ooo.ooo,oo
Amortisasi yang telah dilakukan:
100.000.0oo/2oo.o0o.0oo barer (50%) Rp2s0.000.000,00
Nilai buku harta Rp25o.ooo.ooo,oo
Harga jual harta Rp3oo.ooo ooo,ooDengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesarRp250.00o.ooo,oo dibebankan- sebagai kerugian dan jumrahsebesar Rp3o0. 000. o0o, 0o dibukuk-af, .Lu.g.i penghasi r an,Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajaksangat penting untuk dapai mengenak-an p;jak y"r,g 
-iail 

danwajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untukdapat menyajikan informasi ai-"r.suJ, wajib pajak harusmenyelenggarakan pembukuan. rvr*"", disadari bahwa tidaksemua wqiu Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.semua wajib pajak badan dan u.rriut usaha tetap diwajibkan

menyelenggarakan
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menye-lenggarakan pembukuan. wajib pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan u"ur. denganjumlah peredaran bruto tertentu tiaak diwajibkan untuk
menyelenggarakan pembukuan.
Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya
penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi }.rrs nienjatankan
y?u!" atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto iertenru,
Direktur Jenderal pajak menerbitkan noima penghitungan.
Ayat (1)

Norma Penghitungan adarah pedoman untuk menentukan
besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh DirekrurJenderal Pajak dan disempurnakan rerus-menerus.
Pengguna.l 

. 
Nor--? penghitur.g*r tersebut pada dasarnyadilakukan dalam hal-hal:

a. tidak terdapat dasar penghitungan yang rebih baik, yait,pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib paJak

ternyata diselenggarakan secara tidak benar.
Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkanhasil penelitian atau data lain, dan a."g"" memperhatikankewajaran.
Norma Penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yangbelum mampu. menyeleng[arakan pembukua. untukmenghitung penghasilan neto.

Ayat (2)

Norma Penghitungan penghasilan Neto hanya boleh digunakanoleh wajib pajak.ot-arg prlbadi yang ;.hdlan kegiatan usahaatau pekerjaan g.^b:: {ang pired-aran brutonya kurang darijumlah Rp4.80.0.o0o.oob,od l.rnput *ili* delapa' ratus jutarupiah). Untuk dapat menggunakan Norma penghitungan
Penghasilan Neto_ tersebut, w":iu naiat< oi"rrg pribadi harusmemberitahukan kepada oirektur u"rri"r.i pajak daram jangkawaktu g (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yangbersangkutan.

Ayat (3)

Y.jiP. Pajak orang pribadi yang menggunakan NormaPenghitungan . penghasilan weto tersebut wajibmenyelenggarakan pencatatan tentan-g p"r;;;;;' urr#fiyusebagaimana diatur dalam Una.ane-Uid;;;- ;; ;;;;;;".mengenai ketentuan umum dan- tata 
--tara 

perpajakan.Pencatatan tersebut aimatcsuar"r, 
--rirrtut 

memudahkanpenerapan norma dalam menghitung penghasilan neto,

Ayat (a)
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Ayat (a)

Apabila wajib pajak orang pribadi yang berhak bermaksuduntuk Tglgsunakan .Ngrlra penghitungan penghasilan Nero,tetapi tidak memberitahukannyJ t "p.t" Direftur JenderalPajak da]3m jangka 
.waktu yl'e ditentukan, wajib pajak

tersebut dianggap memilih menyeteiggarakan pembukuan.
Ayat (5)

wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajibmenyelenggarakan pencatatan, -itau dianggap memilihmenyelenggarakan pembukuan, tetapi:
a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewa.;ibanpencatatan atau pembukuan; atau
b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatanatau bukti-bukti pendukurrgrryu pada waktu dilaktrkanpemeriksaan
sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan netoyang sebenarnya tidak diketahui maka peredararibruto wajibPajak yang bersangkutan dihitung J""g"" cara lain yang diaturdengan atau berdisarkan peratiran Menteri xeulng.r, danpenghasilan n_etonya .dihitung a""g." menggunakan Normapenghitungan penghasilan Net6. 

---o-

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (T)

Menteri Keuangan dapat m-enyesuaikan besarnya batasperedaran bruto sebagaiman" ai*ar,r"d pada ayat (2) denganmemerhatikan perkeLbang.r, -;koiorrri 
dan" t J*u*pr".,masyarakat wajib pajak untik -."v"i""ggarakan pembukuan.

Angka 12
Pasal 16

Penghasilan Kena pajak merupakan dasar penghitungan untukmenentukan besarnya p+I fr;gh;.illi y.r,g terutang, DaramUndan g- undang ini diken il.,o: ggjg;il waji b pajak, yuit,, waj i bPajak datam negeri dan WajiU pa:ii-luiir,rg"ri.
Bagi wajib pajak daram negeri pada dasarnya terdapat dua carauntuk menentukan besarnya- -penghasiian 

Kena pajak, yaitupenghitungan dengan cara- biasa -;;; penghitungan denganmenggunakan Norma penghitungan.

Di samping
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Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan
mempergunakan Norma penghitungan Khusus, ying
diperuntukkan bagi wajib pajak tertentu y.ng diatur dengan Lt.r,
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

P.gi Y+iiu Pajak- Iuar negeri penentuan besarnya penghasilan
Kena Pajak dibedakan antara:
1' wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha arau

melakukan kegiatan melalui suatu blntuk usaha tetap di
Indonesia; dan

2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.
Ayat (1)

gagl wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan
pembukuan, penghasilan Kena pajaknla dihitung"i.r,gu'
menggunakan cara penghitungan biaia dingan contoh seba"gaiberikut,
- Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan RpS.a00.000.000.00(_)
- Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya RpS0.OOO.OOO,0O
- Biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara
penghasilan lainnya
tersebut Rp3O.O00,0OO.O0(_)

- Jumlah seluruh penghasil
- Kompensasi kerugian
- Penghasilan Kena pajak

an neto Rp 620.000.000,00

(bagi Wajib pajak badan) Rp 610.000.000,00
- Pengurangan benrpa penghasilan

Tidak Kena pajak untuk Wajib pajak
orang pribadi (isteri + 2 anak)

- Penghasilan Kena pajak
Rp 19.800.000.00(-)

00

00

(*)

(-)

(bagi Wajib pajak orangpribadi) @Ayat (21

Bagi wajib pljak orang pribadi yang berhak untuk ridakmenyelenggarakan pembukuarr,. pengliasilan Kena pajaknyadihitung dengan menggunakan " rvorm^ penghitungan
Penghasilan Neto dengan .Jitor, sebagai- u.iir."t.

- Peredaran
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- Peredaran bruto
- Penghasilan neto (menurut Norma

Penghitungan) misalnya 20%
- Penghasilan neto lainnya
- Jumlah seluruh penghasilan neto
- Penghasilan Tidak Kena pajak

(isteri + 3 anak)
- Penghasilan Kena pajak

Rpa.000.000.000,00

Rp 800.000.000,00
Rp 5.000.000,00(+)
Rp 805.000,000,00

Rp 21.12 0.000,00 (-)
no 243.880.000.00

Ayat (3)

Rp 8.000.000.00 ,00 (-)

- Penghasilan bunga
- Penjualan langsung barang

yang sejenis
dengan barang yang dijual
bentuk usaha tetap
oleh kantor pusat

- Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan

Rp 2.000.000.000,00

Rp 1 .500.000.000.00(-)
Rp S00.000,000,00

Dividen yang diterima atau diperoleh
kantor pusat yang mempunyai hubungan
efektif dengan bentuk usaha tetap Rp @(+)

- Biaya-biaya menurut pasar 5 ayat,a, ffi,_,- PenghasilanKenapajak 
@

Bagi. w-ajib Pajak luar negeri yang menjarankan usaha atau
me-lakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap diIndonesia, cara penghitungan penghasilan Kena pajaknya pada
dasarnya sarna..d.lg3! cira pen[hitrrrg.r, penghlsilan k.r,up"i* bagi wajib naiak badan dilam ,i"g.ri Karena benrukusaha - tetap .berkewajiban untuk menyerenggarakanpembukuan, Penghasilan kena pajaknya dihitung dengan carapenghitungan biasa.
Contoh:
- Peredaran bruto Rp 10.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan

Rp 2.000.000.000,00
Rp 50.000.000,00

Ayat (4)
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Ayat (a)

Contoh:

orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya
sebagai subjek pajak dalam negeri adalah s (tigal butan dan
9alam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juti rupiah) maka
penghitungan Penghasilan Kena pajaknya adal,rah sebagai
berikut.

Penghasilan selama s (tiga) bulan Rp 1s0.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:
(360 : (3x30)) x RpISO.OOO.OOO,OO

Penghasilan Tidak Kena pajak

Penghasilan Kena pajak

Angka 13

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Rp600.000.000,00

Rp 15.8a0.000.00(-)

Rp58a. 160.000,00

contoh penghitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak
orang pribadi:
Jumlah Penghasilan Kena pajak Rp600.000.000,00.
Pajak Penghasilan yang terutang:
5%oxRp50.O00.OOO,O0 = Rp2.SOO.OO0,OO
l5o/o xRp200.000.000,00 = Rp30.O00.OOO,O0
25oh x Rp250.000,000,00 = Rp62,S00.OOO,OO
3Oo/o x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000.00 (+)

Huruf b 
RP125'ooo'ooo'oo

contoh-penghiturgul pajak yang terutang untuk wajib pajak
badan dalam negeii dan bentrt r-."f," teta[:
Jumlah Penghasilan Kena pajak Rp1.2SO.OOO.OO0,OO
Pajak Penghasilan yang terutang:
28o/o x Rp1.250.000.000,00 = Rp3SO.OOO.OOO,OO

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akandiberlakukan secara nasionar dimuiai'--;;, I Januari,diumumkan selamba,t-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarifbaru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh pemerinral:

kepada.,
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kepada Dewan perwakilan Rarryat Republik Indonesia untukdibahas dalam _rangka penJrusunan- Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2a)

Cukup jelas.
Ayat (2b)

Cukup jelas.
Ayat (2c)

Cukup jelas.
Ayat (2d)

Cukup jelas,
Ayat (3)

Besarnya lapisan penghasilan Kena pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (11 huruf a tersebut akan disesuaikandengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi, yangditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Ayat g)

Contoh:
Penghasilan .f:lu pajak sebesar RpS.050.900,00 untukpenerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rps.osO.0oo,0o.

Ayat (5) dan ayat (6)
Contoh:
Penghasilan 

,Kena pajak setahun (dihitung sesuai denganketentuan dalam pasal 16 ayat (4)): RF;iil. i;b.000,00
Pajak Penghasilan setahun:
5o/o x Rp 5O.OOO,OOO,OO = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.OOO.O0O,OO = Rp 30.000.000,00
25o/o x Rp250.00O.OOO,OO = Rp 62.500.000,003Oo/oxRp84.160.000,00 = @(+)

Rp 120.248.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak(3 bulan)
((3 x 30) : 360) x Rp L2O.24B.OO0,OO =

Ayat (7)

Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada pemerintahuntuk menentukan tarif.-pajak tersendiri yang dapat bersifat
{"."1 atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksucidalam Pasal 4 ayat [2;, 

"epanjang tidak te6'in tinggi dari tarifp"i.1k tertinggi sebagaim."" ai,ii"ti."a p.a"lv"t (r). penentuantarif pajak tersendiri tersebut didasaik"" 
"i"" pertimbangan

Rp3O.O62.000,00

kesederhanaan
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kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan
pajak.

Angka 14

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberi wewenang kepada MenteriKeuangan untuk memberi keputusan tentang besarnyaperbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapatdibenarkan. untuk keperluin penghitungan pajak. oatam duniausaha terdapat tingkat p.ruurriingan tertentu yang wajarmengenai besarnya perbandingan 
"rrt"r" utang dan moJa t get:t

to eqtitg ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modarsangat besar melebihi batas-batas kewajaran, paa? ,r..,r-.,yuperusahaan tersebut daram keadaan tia"t sehat. oatam hardemikia,, untuk penghitungan 
-Fenghasilan 

xena pajak,
Undang-undang ini menintuka-n adanya modar terselubung.
Istilah modar di sini menunjuk kepada istilah atau pengerrianekuitas menurut standar akintansi, r.J*gu., yurrg-dimaksuddengan "kewajaran atau kelaziman usaha,, adalah adatkebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukankegiatan yang sehat dalam aunia usaha.

Ayat (21

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdaganganinternasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwawajib pajak dalam neglri *"ri*"*[* modalnya di luarnegeri. Untuk mengura"gi l."fyd[i;;" penghindaran pajak,terhadap penanam"r, rnot.I di.id-;;;eri selain pada badanusaha yang menjuar sahamnya di burs" -.f.k, 
t t..rt.ii [Jr^.,gr.,berwenang untuk menentud" ;;;if,lror.rr'ya dividen.

Contoh:

PT A dan,pr B masing-m3rine memiliki saham sebesar 40yo(empat puruh pe-rsen) ian 20.%i0". ;;th persen) pada x Ltd.yang bertempat kedudukan di ";g;;.t.'s"rr"* x Ltd. tersebuttidak dip:$.-eangkan di bursa 
"r?r..-ofram tahu n 2oo9 x Ltd.memperoleh raba setelah pajak ."j"*r"r, Rpl.OOO,0oo.00o,oo(satu miliar rupiah).

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkansaat diperolehnya dividen aa" aasaiE"iri,"ngannya.
Ayat (S)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegahterjadinya penghindaran pajak 6;;apat terjadi karenaadanya hubungan istimewa. epabi-ra terdapat hubunganistimewa, kemuigkinan d.p;i t;;I;i;enghasilan dilaporkan

kurang ,..
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kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi
dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur JenderaiPajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya
penghasilan dan/_atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya
di .antara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan
istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasiian
dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbanding; harga
antara_pihak yalg independen (comparab[e uncontriued pi"
method), metode. harga penjualan kembali (resale price method),metode biaya-plus 

- 
(cost-plus method), .i., *"tod. Iainnya

se.perti m.etode pembagian laba @rofit'split method) dan metoielaba bersih tran saksional (transictionaliet maigin metho d)
Demikian pula. kemungkinan terdapat penyertaan modar secaraterselubung, dengan menyatak.r,'p*y.ri".r, modar tersebutsebagai utang maka Direkiur Jenderal "p":.t 

berwenang untukmenentukan utang tersebut sebagai modal perulahaan.
Penentuan tersebut dapat dilakukan, "*i."ir,ya 

meralui indikasimengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazimterjadi di antara pira pihak yang tieak dipengaruhi olehhubungan istimewa atau berdasai daia "t." i"aikas; rai;;y;.
Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan
Yi""q r?'g dianggap sebagai pinyertaan modal itu tidakdiperbolehkan unt-uk-dikuraigkan, ;J&kan bagi pemegangsaham yang menerima atau-. memperoleh bunga tersebutdianggap sebagai dividen yang dikenai'p":.I.'

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (Ad.uance hicing Agreement/ApA)adatah kesepakatin antar. wlliu i;;j;il afr,'oir.ktur JenderarPajak mengenai 
.lr.-rgu jual wajar #il"k ,** dihasilkannyakepada pihak-pih"t y"ng mempunyai hubungan istimewa(related partiesl aengannyi. Tujuan ei"d"k;"nya ApA adalahuntuk mengurangi tJrjadinya.piatur. p""var.r,gunaan transferpricing oleh perusahaan murii 

"""ioi.i.'Fersetu.luan antarawajib Pajak dan Direktur JenderJ ,b* tersebut dapatmencakup beberapa hal, *t3". lain harg-a jual produk yangdihasilkan, dan jumrah ;"r"iti aan tain-tiil, ,.rgantung padakesepakatan. Keuntungari dari aFe 
- 
sjai' memberikankepastian hukum dan kimudahan p""glrit""gan pajak, fiskustidak perlu melakuka" tor"tri atas ;;E;ffi dan keunrunganproduk yans driual wajib pu:4 k";;i;;;ilJ"r,".r, dalam srupyang sarna. ApA dapat bersifat un,aieia[-iaitu merupakankesepakatan antara 

- 
Direktur JenderJ Fj:;u dengan wajibPajak atau bilateral, yaitu t"rlp.ut.r, bir"ilur uenderal pajakdengan otoritas p.rp.j^ka" 

"ig"o.tain yang ,,"rryu.gkut wajibPajak yang berada di *it"y"fr l,irrisait.irry..- 
"

Ayat (3b)
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Ayat (3b)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaranpajak oleh wajib pajak yang melakutan lembeliansaham/penyertaan pada suatu perusahaan wajib pajak dalam
negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus
untuk tujuan tersebut (special purpise company).

Ayat (3c)

Contoh:

x Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah
negara yang memberikan perlindungan pajak (tax hauen
country), memiliki-9s% (sembilan puluh-lima persen) saham pr
X yang didirikan dan bertempat tiauautan dirndonesia, x Lrd.ini adalah suatu perusahaan antara (conduit company; ya.,gdidirikan dan dimiliki sepenuhnya oreh y co., sebuahperusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan
antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham pr x.
Apabila Y co. menjual seruruh kepemilikannya atas saham XLtd. kepad" T Z y*rg merupakan Wajib pEak dalam ..t.t,secara legal formal transaksi di atas herupakan pengalfian
saham perusahaan luar negeri 9l9h wajib pajak tua, "r,.t.ri.Namun, padl hakikatnya trinsaksi ini merupakErn pengaifi.ur.kepemilikan (saham) pirseroan wajib pajak d.t.* ,r.g.?i oi.r-,wajib-. Pajak. Iuar negeri sehingga 

"t.. penghasilan daripengalihan ini terurang Fajak pengFasid. -
Ayat (3d)

Cukup jelas.
Ayat (3e)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena

5i.,fis"t?:Tgan 
atau keterikatan satu-dengan yani lain yang

a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
b' adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaanteknologi.
Selain karena hal-har tersebut, hubungan istimewa di antarawqiib Pajak or-ang pribadi dapat pula terj"di k"..r,, adan-yahubungan darah 

"i.u perkawinan.

Huruf a
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Huruf a
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat
hubungan kepemilikan yang berupa penyerraan mohal
sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) 

-atau lebih secara
langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, ff A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham
PT B' Pemilikan saham oleh pr A merupakan penyertaan
langsung,

selanjutnya, apabila pr B mempunyai soo/o (linra puluh
persen) saham PT c, PT A sebagai pemegang saham pr B
secara tidak langsung mempunyai peny.it"ar, pada pr c
sebesar 25o/o (gua puluh limi persen). Dalam hai demikian,
antara PT A, PT B, dan pr c dianggap terdapat huburigan
istimewa. Apabila pr A juga memili-lii zsz 1a,r" puluh lima
persen) saham PT D, antara pr B, pr c, dan pr D dianggap
terdapat hubungan istimewa.
Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi
antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Huruf c

Ayat (5)

Cukup jelas.

Hubungan istrmewa di antara wajib pajak dapat juga terjadikgen-a penguasaan melarui manajemen atau penggunaan
teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan,
Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau rebihperusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.Demikian Juga hubungan di antara -beberapa 

perusahaanyang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Yang dimaksud dengan uhubungan keluarga sedarah daramgaris keturunan lurus satu derijat,, adaia'h 
^y"r,, 

ibu, dan
3nrk, sedangkan nhubungan keru.rg. ..J"r"f, dalam garisketurunan ke samping sair derajat" iaataf, ."rOrrr.
Yang dimaksud dengan "keluarga semenda daiam garisketurunan lurus. satu derajat" ada-lah mertua dan anak riri,seda,gkan uhubungan keluarga semenda daram garisketurunan ke samping satu deraSvat" ;fi;il6"r.

Angka 15
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Angka 15

Pasal 19

Ayat (1)

fd-anya perkembangan harga yang mencolok atau perubahankebijakan di bidang moneter dapat melyeuabkankekurangserasian antari biava dan penghasilan, yang dapatmengakibatl<an timbulnya 
-biban pajak -v*g k;;g wajar.Dalam keadaan demikian, Menteri iiil"ng"n tiberi wewenangmenetapkan peraturan te-ntang penilaian -t.rrrUati akiiua tetap(revaluasi) atau indeksasi biaya"dl" p""grr"silan.

Ayat.(2)

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 21

Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak daramtahun berjaran melalui p.-offiai- pajak atas penghasilanvans diterima atau diperbleh or.[ w"ji5 p.:.iiu;; pribadidaram negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dankegiatan. pihak yang wajib *.tZt rt a. pemotongan pajakadalah pemberi kerjal bendarrara- flir..ri.t"r,, dana pensiun,badan, perusahaurr, -d"r, 

penyelenggara kegiatan.
Huruf a

Pemberi 
^I::: 

y..:g wajib melakukan pemotongan pajakadalah orang priuiai. it."p"" 'f,.a"r, 
yang merupakaninduk, cabang, perwakilan, aluu- u.it i..r-.rr,uu., yangmembayar atau terutang gaji, upah, tunlangan, honorarium,dan pembayaran tain ;ift;;-'..*, apa pun kepadapengurus' pegawai atau bukan pegawai '.euagui 

imbaransehubungan dengan petce.rjaan, j;;L, 
.atau kegiatan yangdilakukan 

?:]:d pengertia" plriirri r..r1. i.ii..."r. jusaorganlsasi internasional. yang tidak dikecualikan darikewajiban memotong pajak. e ---i

Yang dimaksud dengan ,,pembayaran lain,, adalahpembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah,tunjangan, honoralium, dan p.;;"i;an lain, seperti bonus,gratifikasi, dan tantiem.
yang dimaksud deng_an_ 

- 
ubukan pegawai, adarah orangpribadi.{ang menerima arau memperoreh penghasilan daripemberi kerja sehubungan dengan'ikatan kerja tidak tetap,misalnya. artis yang menerima a"tau *.*p"roleh honorariumdari pemberi kerja.-

Huruf b ..
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Huruf b
Bendahara pemerintah termasuk bendahara pemerintah
hrsat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan
Besar Republik Indonesia di luar negeri yans membayar gaji,
upah, tunjangan, honorarium, darr- pJmbayaran lain
sehubungan dengan pekedaan, jasa, atau kegiatan.
Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adarah
pemegang kas dan pejabat rain yang menjalankan fungsi
yang sama.

Huruf c
Yang termasuk "badan lain", misalnya, adarah badanpenyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang
membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabu"gu'hari tua, dan pembiyaran lain yanf sejenis ae.,g.r, ,,^rr,.apa Pun.
Yang termasuk daram pengertian uang pensiun ataupembayaran lain adalah 

-tunjangan-tunjalngan 
uuil. yangdibayarkan secara berkara ataupin tidak ylrg dibayarkan

kepada penerima pensiun, p.rr.ri*" tunjangan hari tua, darrpenerima tabungan hari tua.
Huruf d

Yang termasuk dallm pengertian badan adalah organisasiinternasionar yang tidak di[ecuatikan berdasarkan ayat (2).Yang termasuk tenaga ahri orang priuaai, misarnyu,-uaut"r,dokter, pengacara, dan akuntan, "v,i"; ;iakukan" p.r...,..r.,bebas dan bertindak untuk dan "t.. namanya sendiri,bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
Huruf e

Penyelenggarl kegiatan wajib memotong pajak araspembayaran hadiah atau. penghargaan darim bentuk apapun yang diterima atau diperolih wajib pajak orang f.iuuaidalam negeri berkenaan dengan ."ut" kegiatan. Darampengertian. penyelenggara kegi-atan termasuk antara lainbadan, badan pe*"rintah, or[anisasi termasuk organisasiinternasional, perkumpulan, :;.* ;riU.ai, serta [;a;gulainnya yang menyelenggarakan T.*il;". Kegiatan yangdiselenggarakan, misahli kegiatan it.ir."gu, keagamaan,dan kesenian.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (s)
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Ayat (3)

B?gj gegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajakadalah penghasilan bruto aiturangi dengan biaya llbatan,iuran pensiun, dan penghasilan t'iaat f"r. eaiat. Dalampengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan haritua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pega*ri. -
B?gi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajakadalah jumlah pengrrasitan uruto dikrirangi dengan biayapensiun dan penghasilan Tidak Kena pdak. Dalam f,.rrg.riiunpensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atautabungan hari tua.

Ayat (a)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian,mingguan, serta pegawai-tidak t.-t J"i"ir*v. adalah jumlahpenghasit"".Prio 
lik,ranei dengan'b;a;; penghasilan yangtidak dikenai. pemotong.r, -y^ng u...*i. ait.tipr.";-l;;;""Peraturan Menteri -Keuangan, dengan memerhatikanPenghasilan Tidak Kena pajak V."e b.ri;k;. 

'

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (5a)

Kepemilikan Nomor pokok Wajib pajak
dibuktikan oleh Wajib pajak, antara lainmenunjukkan kartu NpWp.
Contoh:

(NPWP) dapar
dengan cara

Penghasilan Kena pajak sebesar Rp7S.000.000,00
Pajak Penghas,an yang harus dipotong bagi wajib pajak yangmemiliki NpWp adaiah:-
SohxRp50.O00.O0O,O0 = Rp2.5OO.OO0,OO
LS%ox Rp25.000.000,00 = BpffSo.O0fu]g(+)

Jumlah Rp6.25O.0OO,O0
Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidakmemiliki NpWp adaiah:-
5%oxL2Qo/o x RpSO.O00.0OO,OO = Rp3.OOO.OOO,0O
75o/o x l20o/ox Rp2S.000.000,00 = Bg![O0,.1]QO.OO(+)

Jumlah Rp7.SOO.OOO,O0
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)



PRESIDE N
REPUEILIK INDONESIA

- 51 -

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 22
Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan in
pemungut pajak adalah:

- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada
Pemerintah hrsat, Pemerintah Daerah, instansi atau
lem-baga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya,
berkenaan dengan 

- 
pembayaran atas p.rry"ruh"r, uarang,

termasuk juga dalam pengertian -bendahara 
adalaJr

pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi
yang sama;

- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun
swasta, berke_naan dengan kegiatan di bidang impor uturl
kegiatan usaha di bidang lain, seperti keg-iatan usaha
produksi barang tertentu antara lairr otomotif dan semen;
dan

- w4ib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak daripembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat
mewah. Pemungutan pajak oleh wajib iajak badan terterituini akan dikenakan ierhadap plmberian barang yang
memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang telgoton[
sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun
harganya, seperti -kapal pesiar, rumah sangat mewah,apartemen dan kondominium sangat mewah, serta
kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan
mempertimbangkan, antara lain:
- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demipelaksanaan pemungutan paiat< secara efektif dan erisien;- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan

i, yang dapat ditunjuk sebagai

prosedur pemungutan
dilaksanakan.

yang sederhana sehingga mudah

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkanuntuk meningkatkan peran serta masyarakat darampengumpulan dana melalui sistem pembayiran paiak dan
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pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebtrt,
pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat
final.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Kepemilikan Nomor Pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh
wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu
Nomor Pokok Wajib pajak.

Angka 18

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (1a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan olehwajib Pqiak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu
Nomor Pokok Wajib pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 24
Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas
191uru-h penghasilan, termasuk penghaJilan yang d"iterima ataudiperoleh dari luar negeri. Untuk *"r'lrrgu.rrt<an ue6a" puiux ganda
Iang dapat terjadi karena 

-pengena"r, p"i.t atas pengr,^.it^" yangditerima atau diperoleh di luir neg"ii, t .t.rrtuan lni mengatur
tentang perhitungan besarnya pajak itas penghasilan yang dibavaratau terutang di luar negeri yanq dapat ait<reaittan teirraa--ap pajakyang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam ,r.g.ii.
Ayat (t)

Pajak atas penghasilan_ yang clibayar atau terutang di luarnegeri y3re dapar dikreditkan terhadap pajak yang teiutang cilIndonesia hanyalah pajak yang langiung dit<e"nat<ar., araspenghasilan yang diterima atau diperoleh w+u pajak.
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Contoh:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z
Inc. di Negara X. Z lnc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh
keuntungan sebesar US$100,000.00. pajak penghasilan yang
berlaku di negara X adalah 48% dan pajak Dividen adalah 3B%.
Penghitungan pajak atas dividen tersebut adarah sebagai
berikut:

KeuntunganZlnc US$ IOO,OOO.OO

Pajak Penghasilan (Corporate income tax)
atas Z Inc.: (48%) US$ +S.OOO.OO 1-;

us$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%) US$ 19.760.00 (_)

Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,24O.OO

luj"l. Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh
Pajak Penghasilan yang terutang atas pr A adalah pajak yang
langsung dikenakan atas penghasilan yang diteiirna Ltu.,
diperoleh di luar negeri, daram contoh ai aias yaitu jumlah
sebesar US$ I9,760.00.

lg*_Penghasilan (corporate income tax) atas Z Inc. scbesa:-
us$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap pajak
Penghasilan yang terutang atas pr A, karena pajak sebesar
us$48,000.00 tersebut tidak dikenakan tairgsung atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh pr A darl.-tuai negeri,
melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan z Ini. clr
negara X.

Ayat (2)

Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antarapenghasilan yang diterima atau dipeioleh dari iuar negeri danpenghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesif, maka
besarnya pajak_yang dibayar atau terutang di ruar .,.g.ri dapat
dikreditkan terhalap pajak yang terutang di Indoneiia tetapi
tidak boleh melebihi besarnya pajak yang Iit itrrrg berdasarkzrn
Undang-undang- ini. cara penghitu"g." besarnya pajak ya.gdapat dikreditkan ditetapkan oGr, Mente.ri 

- 
ti"ru.,gu,.,

berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada ayat (6).
Ayat (3) dan (a)

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayaratlu- terutang di luar negeri yang dapat dit<reaitran -terhadap
paial yang terutang menurut unaang-undang ini, penenruairsumber penghasilan r!"t penring.
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sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar
negeri tersebut.
Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian
penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketenluan padaayat (4) penentuan sumber dari pengliasilan selain y.ng
tersebut pada ayat (3) dipergunakan priniip yang sama dengan
prinsip sebagaimana dimaksud pada Lyat 13) tersibut, misarnya
A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di
s_ingapura dan dalam tahun lggs rumah tersebut dijual.
Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut
merupakan penghasilan yang bersumber di singapura karenarumah tersebut terletak di Singapura.

Ayat (5)

Apabila .terjadi pengurangan atau pengembalian paJak aLaspenghasilan yang dibayar di luar .r.g"ii, sehingga t.ru.ny,pajak {ang dapat dikreditkan di Indonesia menjalf tebih kecildari besarnya perhitungan semula, .nuk, seiisihnva
ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang menurutUndang-undang ini. Misalnya, daram tahu., tggo, w'ajib p.1ak
mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeritahun pajak 199s sebesai Rp5.ooo.ooo,o-o yang semura relahtermasuk dalam jumlah. pajak yang dikreditkan lerhadap pa,akyang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumrah sebesarRpS'000.000,00 tersebut ditam-bahkan pada pajak penghasilarn
yang terutang dalam tahun pajak i996.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuranbulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahunberjalan.
Ayat (1)

Contoh 1:
Pajak Penghasilan
Pemberitahuan
tahun 2OOg
dikurangi:

yang terutang berdasarkan SuratTahunan pajak penghasilan
Rp .000. ,00

Rp15.000.000,00

RnlO OOO ooo oo

a. Pajak Penghasilan yang dipotong
pemberi Kerja (pasal 2l)

b. Pajak Penghasilan yang dipungut
oleh pihak lain (pasal22l
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c. Pajak Penghasilan yang dipotong
oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00

d. Kredit Pajak Penghasilan
luar negeri (Pasal 24)
Jumlah kredit pajak
Selisih

Rp 7.50o.000,00 (+)
Rp35.000.000.00 (-)
Rp15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap
bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00
(Rp15.000,000,00 dibagi 12).

Contoh 2:
Apabila Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperoleh untuk bagian tahun paja[ yang m.tip,Iti masa 6
(enam) bulan dalam tahun 2oog, besarnya angsuran bulananyang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2o1o
adalah sebesar Rp2.500,o0o,oo (Rp1s.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan
Tahunan Pajaf penghasilan bagi- wajib pajak orang pribadi
adalah akhir. buran ketiga tlhun pailt beiikutny^ i.r., bagi
Y"jiu Pajak badan adalah akhir buran keempat iahun pajakberikutnya, 

?:..?.f"V3 angsuran pajak yang harus dttaj,arsendiri oleh wajib pajak untuk buia.,-but"r, sebelum SuratPemberitahuan Tahunan pajak penghasilan disampaikan belum
dapat dihitung sesuai dengan ketenluan pada ayat (1).
Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untukbulan-bulan sebelum surat pembiritahrian Tahunan pajak
Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu p..,y^.np.ir.
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan ,.,g.r.u.,pajak untuk bulan terakhir dari tahu" pa3"t yang ralu.
Contoh:

Apabila surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan
disampaikan 

-oleh wajib pajak orang p.iu^ai pada bulanFebruari 2010, besarnya angs-uran pajak'yang harus dibayarwajib Pajak tersebut untuk butan .ranuari ioto adalah sebesar
lnqst]ran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Apabila dalam bulan september 2oo9 diterbitkan keputusanpengurangan an€suran pajak menjadi nihil sehingga ".g"rr..,pajak sejak bulan oktober sampai dengan Desembe r 2oo9menjadi nihil, besarnya angsuran pajak -y"r.g harus dibarr\[Ioiih Daialz rrnfrrlz hrrlen i.-r,^-i onln rn*a- .t^-_..._
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Apabila dalam t.hyl berjalan diterbitkan surat ketetapan pajakuntuk tatrun pajak . yang lalu, angsuran pajak' dihitung
berdasarkan surat ketetapan pajak- tersebut. perubahan
angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnva
setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
Contoh:
Berdasarkan surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan
lalun pajak 2909 yang disampaikan wajib pajit< darair buran
Februari 2010, pe-rhitungan tesarnya Lrgrrr"., pajak yang
harus .dibayar adalah sebesar npt.zso.ood,oo (satu luta"dua
1?t.:.lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni zoro terahditerbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2oog yang
menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan ..6..u.
Rp2.000,000,00 (dua juta rupiaf,1.
Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuranpajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar np-z.ooo.doo,oo(d,1 juta rupiah). penetapan. besarnya angsuran pajakberdasarkan surat ketetapa* pajak terseLut bisa sama, 'letih
besar, atau lebih kecil 

- 
dari "."gr";il pajak sebelumnyaberdasarkan Surat pemberitahuan t-"fr"".".'

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Pada dasarnya lyyrlya pembayaran angsuran pajak olehwajib Pqiak sendiri dalam' t"r,.rr,-t",J"ff sedapat mungkindiupayakan 
lgndekati jumlah p".l"r. vi"J.r."n terurang padaakhir tahun. oleh kareria itu, uiroasarr."i [.t.ntuan ini dalamhal-hal tertentu Direktur Jenderal F"j"k Jterikan *.*.r.,"rrguntuk menyes.uaikan perhitungan 

__bJsarnya angsuran pajakyang harus dibayar slndiri oiir, w":ru 
--i":"r. 

dalam tahunberjalan apabila lerdapat kompensasi- kerugian; wajib pajakmenerima atau memptroleh penghasilan ular. teratur; atauterjadi perubahan keadaan usatra ii"" r.rii"iin wajib pajak.
Contoh 1;
- Penghasilan pT X tahun ZOO} Rp 120,000.000,00- Sisa kerugian tahun sebelumnya
yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000,00

- Sisa kerugian vens hehrm
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Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:
Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 - Rp30.000.000,00 =
Rp90.000.000,00.
Pajak Penghasilan yang terutang:
28o/o x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00
Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang
dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar
atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 20l0 =
I /12 x Rp25.200.000,00= Rp2.100.000,00.
Contoh 2:
Dalam tahun 2OO9, penghasilan teratur Wajib pajak A dari
usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta
rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah). penghasilan yang dipakai
sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan pasal 25 dari
wajib Pajak A pada tahun 20lo adalah hanya dari penghasilan
teratur tersebut.
Contoh 3:
Perubahan keadaan usaha arau kegiatan wajib pajak dapar
terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. pr B yang
bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2oog
membayar angsuran bulanan sebesar Rp1s.000.000,00 (lima
belas juta rupiah).
Dalam bulan Juni 2oog pabrik milik pr B terbakar. oleh
karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal pajak
mulai bulan Juli 2oog angsuran bulanan pr B dapat
disesuaikan menjadi lebih teCit dari Rpl5.o0o.ooo,0o (lima
belas juta rupiah).
sebaliknya, apabila pr B mengarami peningkatan usaha,
misalnya adanya peningkatan penjualan dan- diperkirakan
Penghasilan Ken-a -pajaknya akan tlu*r besar dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan pr g
dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal pajak.

Ayat (7)

1"9" prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan
dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat pemberitahuan
Tahunan Pajak penghasilan tahun yang lalu. Namun,
ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuanganuntuk menetapkan dasar penghiturrgln besarnya angsuran
bulanan selain berdasarkan prinsip tErsebut di utu", fral ini
dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan
besarnya angsuran pajak karena didasarkan klpada aita
terkini kegiatan usaha perusahaan.

Huruf a ...
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Huruf a
Bagi wqiib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur
perhitungan besarnya angsuran, karena wajib pajak belum
pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan
atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib pajak.
Huruf b
Bagi wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan,
badan ysaha milik negara dan badan usaha miliktaerah, sertawajib Pajak masuk bursa dan wajib pajak rainnya yang
berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan
berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri
karena terdapat kewajiban *"rryampaikan- Iaporan yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan dala* ..,utr., p.iioa.
tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai iebagai
dasar penghitungan untuk meneniuka--n b"..rrryu angsuran
pajak dalam tahun berjalan.
Huruf c
Bagi wajib pajak gfang pribadi pengusaha tertentu, yaitu wajib
Pajak olang pribadi yang mempunyai r (satu) atau i"uil, temiat
usaha, besarnya angsuran paiat-paling tinggi sebesar o,Tsok
(nol koma tujuh lima persen)-dari piredaian biirto.

Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (8a)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2 I
Pasal 26

Atas penghasil.an yang diterima_at3u diperoleh wajib pajak luarnegeri dari Indonesia, undang-Undang ini meng"rrri dua sistempengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajibanperpajakannya. bagi wajib naiik luar negeri yang menialanka.,usaha atau melakukan kegiatan melalui suitu uerrt.,t ,"ur,u tetapdi Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayarbagi Wajib pajak luar negeri-lainnya.
Ketentuan iT mengatur tentang pemotongan atas penghasilanyang bersumber di Indonesia- yang-diterima atau diperoreh wajibPajak luar negeri selain bentuku..-h" tetap.

Ayat (1)
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Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan
oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran
kepada wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia dengan tarif sebesar 2oo/o (dua puluh persen) dari
jumlah bnrto.
Jenis-jenis penghasilan
dapat digolongkan dalam:

yang wajib dilakukan pemotongan

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk
dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk

apa pun;

4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.
sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjekpajak dalam negeri membayarl", royalti sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada wajib pajak
luar rnegeri, subjek pajak aalam negeri'tersibut berliewajibanuntuk memotong Pajak penghasilari sebe sar 2oo/o laua putun
persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikutmengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesiakemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut
dikenai pemotongan pajak penghisitan sebCs ar 2o%o (dua puluh
persen).

Ayat (1a)

Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yangmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melaluibentuk usaha tetap di Indonesia yang rierrerima pengr,urii^"dari Indonesia ditentukan berdaiarkin tempat tingg-at atautempat kedudukan wajib pajak yang sebenarnya menerimamanfaat dari penghasilan tersebut lbeneficial 
-owner). 

oi.r-,
karena itu, negara domisili tidak hanya diteritukan berdasarkansurat Keterangan Domisili, tetapi jrg" tempat tinggal atau

tempat
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tgmpat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan
dimaksud.
Dalam hal penerima manfaat adarah orang pribadi, negara
domisilinya adalah negara tempat orang -piiu^ai .tersJbut

bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima
manfaat adalah badan, negara domisilinya 

- 
adalah negara

tempat pemilik atau lebih dari soo/o (lima puluh per-sen)
pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersa*^-."*u
berkedudukan atau efektif manaj emennya berada.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak ataspenghasilan yang diterima atau diplroterr wajib'eaJax ]uar
negeri .yang bersumber di Indonesii, selain dari penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (L), yaitu penghasilan daripenjualan atau pengalihan Larta,' i"r, premi asuransi,
termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan iersebut dipotongpajak sebesar 2ovo (dua puluh persen) dari p.iki."..,
penghasilan neto dan bersifat linal. Menteri Keuangan diberikan
wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan
neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka petafsanaan
pemotongan pajak tersebut.
Ketentuan ini tidak. diterapkan dalam hal wajib pajak luarnegeri tersebut menjalankan usaha atau melaklkan iegiatanmelalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau afiabilapenghasilan dari penjualan harta iersebut telah dikenait4ar,
berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2).

Ayat (2a)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Atas Penghasilan Kena_ pa;ak sesudah dikurangi pajak daribentuk usaha tetap di Indonesia aipoiong- iaiar, sebesar 202.(dua puluh persen).
Contoh:
Penghasilan Kena pajak bentuk usaha
tetap di Indonesia daram tahun 2oog Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:

PRESIDEN
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28o/o x Rp17.5OO.OOO.OOO,0O = Rp4,90O.000.000.00 (-)
Penghasilan Kena pajak
Pajak Penghasilan pasal
2Oo/o x Rp 1 2.600. 000.00r

setelah pajak Rp12.600.000.000,00
26 yang terutang

0 = Rp2.520.0OO.OOO,OO

Apabila
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Apabila penghasilan setelah pajak sebesar
Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah)
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan
tersebut tidak dipotong pajak,

Ayat (5)

Pld-. prinsipnya pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri
adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimina
dimaksud dalam Pasal s ayat (1) huruf b dan huruf c, clan atas
penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri
yang benrbah status menjadi wajib pajak dalam negeri .i.,
bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final
sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan.
Contoh:

A sebagai tgnag-a asing olang pribadi membuat perjanjian kerja
dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk teter.la ii
Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai
tanggal I Januari 2009. pada tanggal 20 April 2oog per.lanjiarr
kerja tersebut diperpanjang menjaai g (delapan) bulan sehingga
akan berakhir pada tanggal 3l Agustus 2009.
Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status Aadalah tetap sebagai wajib pajak tr"i *g"ii. Dengan
diperpanjangnya pedanjian keda iersebut, statul A berubah
dari wajib pajak luar negel menjadi wajib pajak dalam negeri
terhitung sejak tanggal l- Januari ZOog. Selania bulan Januari
sampai dengan Maret zoog atas penghasilan bruto A telatr
dipotong pajak penghasilan pasal 26ole[ pT B.
Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung pajak
Penghasilan yang terutang atas penghasilan ,t" r.rt.,k masaJanuari sampai 

-dengan Agustus zoog,-pajak penghasilan pasal
26 yang telah dipotong dan disetor pr 6 atas f,"rrgr,rrilan Asampai dengan Maret terse.but, dapat dikreditkan" terhadappajak A sebagai Waiib pt iak dalam neieri.

Angka 22
Pasal 29

Ketentuan ini 
_ 
mewajibkan wajib pajak untuk melunasik_ekurangan.pembayaran pajak yanL terutang menurut ketenLuanUndang-Undang ini sebelum Suiat Femberitahuan Tahunan pajak

Penghasilan d_isampaikan dan paling lambat pada u^t^" akhirpenyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun bukusama dengan tahun kalender, kekurangan pajat tersebut wajibdilunasi paling lambat tanggal 31 Marei uaii w":iu p.i"r. orang

pribadi
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Angka 23
Pasal 31A

Ayat (1)

salah satu prinsip yang-perlu dipegang teguh di dalam Undang_
Undang perpaj akan adarah diterapkarrrryJperlakuan yang sama
terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-ka"sus dalam
bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegangpada ketentuan peraturan perurrdang-urrdanganl oleh karenaitu, setiap kemudahan dalam bidan! perpa.lat<an jika benar_benar diperlukan harus mengacu padi tiaiaan di atas dan perludijaga agar di dalam_ perlerapannya tidak menyimpang dari
maksud dan tujuan diberikannya kemudahan terslbui.
Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untukmendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baikmelalui penanaman modal asing *-"rpr. penanaman modardalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalamskala nasional.
Ketentuan ini juga 

. 
dapa! digunakan untuk menampungkemungkinan perjanjian- denga-n negara-negara Iain dalambidang perdagangan, investasi, -dan 

bidang lairinya.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Angka 24

Pasal 3IE}
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 31C

Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 31D

Cukup jelas.
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pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak
berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan t^hrr.
kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengai 30 Juni,
kekurangan pajak wajib dilunasi paling Lmbat tanggal 3o
P:q!-.tuer bagi wajib pajak orang prib"diatau 31 oktobEr bagi
Wajib Pajak badan.

Pasal 31E
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Pasal 3lE
Ayat (1)

Contoh 1;

Peredaran bruto pr y dalam tahun pajak 2oog sebesar
Rpa.500.000.000,00 (empat miliar lima iatus juta rupiah)
dengan Penghasilan Kena pajak sebesar npsoo.ooo.o00,o0
(lima ratus juta rupiah).
Penghitungan pajak yang terutang:
seluruh Penghasilan Kena pajak yang diperoleh dari peredaranbruto tersebut dikenai tarif sebes"r-sO"z" (lima putui persenl
dari tarif Pajak penghasilan-badan yang berlaku k"r.rru iumtarrperedaran bruto pr y tidak -"t"ui-t i Rpa,800.000.b00,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Pajak penghasilan yang terutang:
(5Oo/o x 28%l x Rp500.000.000,00 = Rp70.OOO.O0O,O0

Contoh 2:

Peredaran bruto pr x dalam tahun pajak 2oog sebesarRp30.000.000.000,00 
. 
(tiga puluh milLr rupiah) denganPenghasilan 

. 
Kena pajaf .eb..., nps.doo.ooo.ooo,oo (tigamiliar rupiah).

Penghitungan paj ak penghasilan yang terutang:
1. Jumlatr penghasilan Kena pajak dari bagian peredaran brutoyang memperoleh fasilitas:

(Rpa.800.000.000,00 : Rp3O.OOO.OO0.O00,OO) x
RpS.0O0.000.OOO,OO = Rp48O.OOO.OOO,OO

2. Jumlah penghasilan Kena fajak dari bagian peredaran brutoyang tidak memperoleh fasilitLs: - --c

Rp3,000.999.000,00 _ Rp48o.ooo.oOO,Os =Rp2.520.000.000,00

P"i* fenghlsilan yang terutang:- (500/o x 2g%o) x Rpa8b.o0o.00b,0o = Rp67.200.000,00- 28o/o x Rp2.520.000.000,00 = @f_tJumlah Pajak penghasilan yang terutang Rp772.g0O.OO0,OO

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 27
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Angka 2

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal
30 Juni 2OO9 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender),
tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2008. Pajak yang terutang
dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor L7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun lg83 tentang
Pajak Penghasilan, sedangkan wajib Pajak yang tahun bukunya
berakhir setelah tanggal 30 Juni 2oog wajib menghitung pajaknya
mulai tahun pajak 2oo9 berdasarkan undang-Undang Nomor T
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.
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